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Telp. (0254)200844-200940

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO NAMA SOP NOMOR SOP
; [PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA W29.U11/SOPPID2016
i ) ERKARA PIDANA
PROSES PENYELESAIAN P
2 |ANAK DIVERS! BERHASIL W29.U1/2/SOP/PILI2016
3 |PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DIVERSI GAGAL W29,U1/3%SOP/PIDR2016
4 |PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
SINGKAT W29.U1/4/SOPPID/2016
5 |PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA W2O.UTSSOPPID2016 |
TIPIRING
6 |PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG W29.U1/6/SOP/PID2016
7 IPERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING W29.U1/7/SOPPID2016
9~ |PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI W29.U1R/SOPPID2018
10 Ezmomn UPAYA HUKUM PENINJAUAN W29.U110/SOP/PIDR016
11 P HONAN GRASI W29.U1/11/SOP/PID/2016
12 [PERMOHONAN PRAPERADILAN W29.U1/12/SOP/PID/2016
PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
13 [PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PU PASAL 29 W29.U1MYSOP/PID/2016
AYA (2) DAN AYAT (3)
14 |PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH PU BERDASARKAN PASAL 25|  "V2o-U114/SOPPID2016
15 IPERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN BESUK W29 U1TAS/SOPPIDI2016 |
PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
16 |PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 W29.U1/16/SOP/PID2016
AYAT (1)
17 |PENAGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA W20.U1A7/SOP/PIDI2016
UMUM
PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN I1JIN/
18 IoERSETUJUAN PENGGELEDAHAN W29.U118/SOPIPID/2016
19 IPROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN W2 U1T19S0P/PIDI2016
DIVERSI
20 EII\EAIEI\:AOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA W20.U120/SOPPIDR016
21 BEANU%ABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA W29.U121/SOP/PID2016
23 |PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM W29.1/23/SOP/PID/2016
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Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6 Serang-Banten
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DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

24 W20 UT2ASOPIPIOR016.
IJINPERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK

25 PERMOHONAN
PERALIHAN PENANGGUHAN PENAHANAN W28.U1/25/SOP/PID/2016

26 PTNJAM PARAT BARANG BUKTI N —

27 1IN BEROBAT WR U2 7ISOPPIOIEE |

28

ENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

W29.U1/28/SOP/PID/2016
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SOP PENDAFTARAN BERKAS FERKARA PIDANA BIASA DEWASA

e ™ ni - S S—es
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA === "
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang s - /=
Kekuasan Kehakiman 2 SMU Sadergjal

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

: Perubaban Kedua alas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1988 tentang Peradiian Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Hukum
Acara Pidana

1 4. Persturan Mahkamsh Agung R! Nomor 7 Tahun 2015

} Tentang Organisasi dan Tala Kerja Kepaniteraan den
Kesekretariatan Peradiian

S. Surat Edaran Mahkamah Agung R4 Nomor 2 Taiun
2014 Tentang Penysiesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pedama dan Tingksl Banding pada 4 {empat)
Lwwgkungan Peraditan,

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RS Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberiakuan Rumusan Hasit Rapat
Plene Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAX32/SKAVIZ2007 teriang Pembenakuan Buky It
tontanig Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras
Peraditan

8. Surat Kepulusan Keluz Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SKAI72012  tentang Standar Pelayanan
Peragitan

8. Paraluran Menleri Pendayagunasn Aparatur Negara
dan Relormasi Birakrasi Nomor 35 Tahun 2012 lenteng
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemarintahan

10. Surat Keputusan Dircklur Jenderal Badan Psradian
Umum Nomor 77/JJUISK/HMU2,3/2/2018  tenlang
Fedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilen Tinggi dan Pengadilan Negeri

t 11. Peraturan Perundangan-undangan lgin yang terkait

12, K Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHi/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penahanan 1. Alat tulis kantor {ATK}
2. SOP Permohonan ljin Pembentaran 2. Komputer

3. Printer

4. Register perkara pidana biasa
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
lika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas perkara pidana biasa
tercapai

Halaman1dari3
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Pelthsana Muty Beku et. |
No| Aktivitas |Petugas| Staf | PP | Panmud | Panmud |Paniters KPN [ Psreyanatan | Waktv Output
PTSP Pldana | Hukum Parienghapan
1 ] Pensrimasn - Barkas perkara Berkes
berkas -« Checklist mwl
perkana kelengkapan Ekspacia
Tidax borkas 10 | Chekist yang
- Tanda buldi | mend | sudsh
dtandstangeni
periars peluges
2 | Menallti - Beorkes Perksrs Berkas
kelengkepan Yo - Cek List Langkap/idak
barkas kelengkapen 10 lsngkap
perkaca, berkes menk | tands terima
termasuk pelimpahan
Berang Bukti berkes
3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Kompuler diterima dan
« Koneksi LAN 30 diberikan
perkars, SPP menkt § nomor perkars
pencatatan - Buku register
da ot induk _
4 « Borkas Perkany Ekspediai
berkas 5
perkara yang menit
sudsh _
§ | Penunjuken - Darkas perkara Pensispsn
Majolis Hakim . SIPP 20 | penunjukan
mank | Mojolia/Hokim
6 | Panunjukan 3 - Borkas perkars njkan
Pankera IJ . SIPP o
Pengganti 20
*P) mend
7 | Pencatsten = Berkes perkars Register
penunjukan Ej - Penetapan s Manual
ke dalem Buku Hakimdan PP, | ™M
Ragister
8 - Berkas porkara Ekspodisl
berkas ~ Panetspen
perkara
kepada { s
Majefs Hakim - mentt
untuk divuat
Panetspan
hat sidang
9 | Pembuatan ) T Dorkes
Panstapan i | s o]
had sidang 10 Dan
dan Menk | Psnetapsn
penahanan Harl Sidang
10 Ilnn.:.lml - [Sor———
N ~ Pen Ekspedisi
berkes | Penshanan
PEISSEN dhst dan Had
Hakim dan Sidang
mengiim
Kapads sat 5
untuk didsim
ks PU dan
dicstat
kedslam
regiatar Induk
11 | Proses - Barkas Perkarn - BA SH
— Max, idang
persidangan P - Putusan
_— Bulsn
12 -Fhml.lnln 9 - Barkas Peckars BA
BA - Konsep BA sudah Mm rus
120 Hakim dan PP
sideng
etk
n

Halaman 2 dari 3



]5 Polaksana Mutu Baku Ket.
No| Ativitas PP | Panmud | Panmud |Panitera[ Hakim| KPN Waktu Output
e Pidana | Hukum Perlengkapan
13 - Berkas Tanda terima
BA lengkap perkara penyerahan
untuk % . g&m" 10 | Derkss
penyusunan =
Putusan penyerahan | Mot
berkas S
14 | Sid - Berkas Putusan yang
pen;mucapan |-‘ Perkara 120 | sudah ditanda
" - Putusan Menit | tangani
Maislis i
15 | Pembustan | - Berkas 50 | etkan
petikan Perkara Putusan
putusan L-_l - Putusan Menit
16 | Penyampaian - Petikan - Ekspedisi Peny
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima | ampai
salinan dikirim penyampaian |an
Penyidik, JPU, Menit salinan an
I:'dm dan putus
an
i 1x24
jam
17 | Menyerahkan - Berkas Tanda terima
berkas perkara penyerahan
perkara / - Cheklist 15 berkas
Minutasi kelengkapan
berkas Mank
- Buku
Ekspedisi
18 | Menginput - Putusan 30 Amar dan
amar dan 'J SiPP Menit |tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
19 | Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
4 Hukum Menit |Hukum dan
hukum dan e- - Putusan e-doc putusan
doc kedalam - SIPP tengkap
SIPP
20 | Menginput - SIPP Data terinput
tanggal - Buku Register ke sipp dan
mintasi pade m| o | trcatsta
lan ister
dicatat dalam Menit | o el
register
manual
21 | Menyerahkan - Berkas -BA Penyerahan
berkas ke Perkara yang berkas
Panmud Cb sudah 10 |-Arsip perkara
Hukum Berkekuatan menit
Hukum tetap
- _Chekiist
DISIABKAN NPERIKSA DISAHKAN

H

NIP. 197009051993031007

SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001
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] KUALIFIKASI PELAKSANA :

a sy
2. SMU Sedergjat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nowor 48 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua stas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 lentang Peraditan Umum

Undang-Undang Nomor B Tahun 1081 Tenlang Hukum
Acara Pidana

Undsng-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum Benumur 12 {dua belas) Tahun
f'eraluran Mahkamah Agung R.I| Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekrelariatan Peracilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Homar 026/KMAISKANI2012 tentang Slandar
Pelayanan Peradilan

Swat Kepulusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAJ32/SK/IV/2007 tentang Pemberiakuan Buku 11
tanlany Pedoman Pelakeanaan Tugas dan Administras)
Peradilan

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birckrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang
Pedoman Penyusunan slandar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerinlahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peraddan
Umum  Nomor  77/DJUISKMHMO2.3/272018  tentang
Pedoman Slandar Pelayanan Tespadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Paraturan Perundanoan-undanoan (ain vano lerkait
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIpikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {(SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PH!/Tipikor
Serang Kelas 1A

2.

10.

1.
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SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSl BERHASIL

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer
Printer

1. SOP Penahanan Perkara Anak

1
2,
3.
4
5

. __Register Diversi

Register perkara pidana anak

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

Berkas perkara pidana anak

Halaman 1 dari 3
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Pslaksans Muty Baky
N Aldivitas Panmud |Panmucd &t Pursyaratan / Waktu Outpt
y PTSP Stat PP Pldana | Hukum Panitaral H Perlengkapan —
- Berkas perkara s
k ::,mm "ﬂfm - Chockfist dherima/
Pe kelzngkapan 10 - Ekspedial
Tidak berkas mentt Cheidist yang
- Tanda bukt sudsh ditanda
pelmpahan tangani
perkara petuges

2 | Meneltl - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Ya _5_/ > - Cok Ust Lengkap/
berkas perkara N Kelengkapan 5 A :dnzk l;“mngkap
temmasuk berkas menit- tanda o
barang bukit mﬂew! n

- Berkas perkara Berkas

? !sngxlp ::'na - Kamputes diterima den

Penomoran I h - Koneksi LAN 30 diberkan
ram, SipP .1 nomor

:nulntln - puku regiatar mank perkara

dalam ragister inguk

Inctuk {manual) i

4 | Menyorahkan - Berkas Perkars| Ekspediai
berkas perkara =l L 19
i, Yt on

n -—

5 | Penunjukan - Berkas perkara 20 Penetapsn
HakimMajelis - SiPP penunjuken
Hakim menk{ MaiaustHakim

6 | Penunjukan - Berkas perkara 20 penunjukan
Panitera - SIPP X PP
Penggant! (PP) mea
Pencatatan - Boerkas perkara Register

7 &enunjukan + - Pen;t;p:: Manuat

skimMajelis i penuniukan
Halim dan PP I::] Hakim/Majelis 5
ke dalam Buku Hakimn dan PP. ment
Reglster induk
(Manua))

8 | Penyerahan - Berkas periara Ekspedisi
berkas parkars - Penstapsn
kepada E
ek ot 3
Hakim untuk 5
dibusal mend
penatapan
penahanan jika
dipsriukan

9 | Pembuatan | - Berkas Penetapan
Penetapan "Jj -~ §iPP Mio(r,\h penghanan

10 |Menerima berkas : - Pen. Ekspadial

eI Penahanan
Hakim/Majakis dan Hari
hakim dan Sidang
menyerahian
penstapan 5
penahanan menk
ikepada sisf untul
dikirin ke PU dan|
dicalat kedalsm
register indik
11 | Melaksanakan “Ben ATy
upaya Dvarsi “D - Undangan
bagl yang Kepada pihas 'ﬂ""‘“‘. g 1asa
mmr;::; :Irkllt - Kesspaketan
pembimbing Divers! jka
ditentukan kemasyarakatan, | 120 | berhasil
pekeria sosial Menit
profesional,advo
kat, orang tus,
3 tokoh
muasyarakat)

Halaman 2
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Pelsksana Mutu Baku
No| Aktivitas Patugas Panmud |Panmud P Poreyaratand ot Kat.
PTSP Stat | PP Pid Huh Paniters] Hakim | KPN Perlonah Woktu Owtp
- paran Laporan dan |Nka idak
5 k:m " - BA permohonan
fasifiiator Pelaksanaan diversi hakim
kepada KPN dan
dan kasapakatan 10
pormohonan Oivorsi Menit sidang
ponatlepan
jika upays erksaan
diversi lanjutkan
P Pemmoho! Konsap anitora
13 | Pembuatan - nan
l(ome: penatapsn FPenetapan apal men
penetapan diversi Diversi asi kan
diversi - Berkas Panitera
N perkera 30 Pldana
Ej ~  Kesepsketlen Mr
Diversi
= Konsep
Penotapan
Diversi
14 | Penandatang - Konsep Penstapan
anan Penstapan Divers!
penatapan Divessi 10
15 | Pengiiman T Penelapan Tanda Apabila hasi|
wafnen Divers| Terima kesepskatan
pensiapan - Buky pengiviman | diversi tidak
divars) '-‘LI Ekspedisi 60 | salnan diaksanskan
kepada pihak Menk| penetapan  imaka
terkait pevkerz bisa
dibuka
xembali
16 | Arsip parkara T Berkas BA
1 perkara penardimaan
‘ ) - Penetapan 1G | arsip di
diverst menkt| kepaniteraan
- Buku hukum
Ekspedisi

AR

SYA, S

NIP. 1970098051993031007

S
NIP{ 1

9830§171992121001

) .
“I NIP. 196504121992121001

TR

H

Hataman 3 dari 3
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DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tenlang 1. S1-Hukum
Kekussan Kehakiman 2. SMU Sederajal

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 teniang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 lentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undeng-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Padoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang balum Berumur 12 (dua baias) Tahun

6. Pemma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Keria Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peragilan

7. Surat Kepulusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor © 026/KMA/SKAII2012 tenlang Standar
Pelayanan Peradilan

8. Surat Kepulusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMANQIZ/SKNV/2007 fentang Pembeariakusn Buku )
lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasi
Perad¥an

9, Peratuman Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomar 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan siandar Operasional Prosedur
Adminisirasi Pemerintahan

10. Sural Keputusan Direktur Janderal Bedan Peradilan
Umum Nomor 77/DJUSK/HMO2.2/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Tempadu Sals Pintu Pada
Pengadiisn Tinggi dan Pungaditan Negeri

11, Peraturan Perundangan-undanaan lain vang terkait

12, Keputusan Ketua Pengadilan Negerl/PH!/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {(SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negerl/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat tulis kantor (ATK)

Komputer

Printer

Register perkara pidana anak

1. SOPPenahanan Perkara Anak

Lol A

PERINGATAN/CATATAN; PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop Ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas perkara pidana anak
tercapai

Halaman L dari 3
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Palakssna Mutu Baku
No{ Akilvitas | Pigs | Staf PP—‘ Panmax] Panmud [Panitera [Hakim | KPN | Persyarsianf Wakiu[ ~Output Ket.
PTSP Pidana|{ Hukum Periongkapan
1 | Penerimasn 3 Berkas parkara BF;:kaa drerimad
berkas Checidist podisl
perkas [ kedengkapan Chaldist yang
( ) Tiduk borkas 10 | sudah
L Tanda buldi meni | dRtandstangan)
pelmpahan petugas
parkais
2 | Menelit . Berkas Parkara Beskas
kelengkapan |7 > . Cek List Lengkaqp/idak
barkas N kelengkapan 5 | lengkap
parkars berkas mendl | tanda terima
termasuk pelimpshan
barang bukti berkas
3 | Input deim - Borhas perkara Berkas
SIPP dan . Komputer diterima dan
Penomaran | . Koneksi LAN diberikan
perkaca, SIPP sp | Momor perkara
pencatatan Buky register
dalam M Reond
register
induk
{manual)
4 | Menyershksn | Berkas Porkera Ekapediel
berkas 3
perkare yang
sudah menit
5 | Penunjukan 1. | Berkes parkara Pensispsn
Hokim/Majeks 1 swep 20 | canunjuian
Hakim menki paicls/Hakim
& | Penunjukan é - Borkas perkaa panunjuksn
Panitern | SIPP 20 }ppP
nti mank
{PP)
. Barkas ara
7 e o perk Register
ponunjukan  peaunjukan
Hakim/Majelis
Hokim den Hakim dan PP. 5
ke dalam mentt
Buku Register,
Induk
5 g:anunn
nyerahan . Berkas perkara Ekspedisi
pikae | Penetapan
perkara .
kepada
Hakim/Majelia L 5
Hakim umuk mend
dibuat
penahanan
jka ada
8 | Pembuatan T ~Barkes r—
Penetapan J | sipp 0
Menit 0", L " Hati
10 | Menerima T o — Sideng Pertama
e I dan Hari Sidang :
perkara dari
HakimMajells
hakim dan
mengirim
penetapan 5
kepads staf menit
uniuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
Ister induk
11 | Metaksanskan Berkas parkara BA Divars} Paishs
upays Diversi ﬂ PenetapanPenun] Tidek Berhasi | anaan
bagl yang uken  fasifitator Divers!
mamenuhi . dalam hat Majelia | 120 maksl
syaeat yang Ej haidm Monit mal 7
dliientukan et

Halaman 2 dari 3




Polakssna Mﬁ?"‘“
No| Aktivius | Pigs | Staf | PP [Panmud[Psnmud| Panitera [Hakim| KPN | Porsyaratard  Waikdu]  Ouiput Ket.
PT8BP Pidana | Hukum Portanghapan
- Berkas perkara Konsep
12 | Pemboatan L ATK 10 L penetapsn
penstapan menit| hadi sidang
hari sidang
v Konsep Penctapan
» :':,“;ﬂ“dm 2  penotapan  hari | ¢ | harisideng
penetapan E‘ ;%(w oanit
14 Meli:nndtln - Borkaa Porkara Max. | - BA Sidang
proses r 2 |- Putusan n
n Bulen -
dan
16 angn
hart -
. Berkas Porkera BA yang hanes
< Benyuaunan [ Konsep 8A sudah dianda jselesal
h 4 120 | tangani aleh im
Iqj Menit{ Hakim dan PP
18 | Menyersikan . Berkas parkara Tanda terime
BA lengiap lﬁ - BA langkap penyershen
untuk - Ekspedisi 10 | berkas
penyuzunan ﬁ penysranan berkas | Menit|
n -
17 | Penyusunan 3 - Berkas perkare Konsep
konsep EE] L BA lenghap 120 { putusan
putusan - ATK meni
18 | Skiang Berkas Perkars Pulusan yang
pangucapan 4 I: Putusan 120 | sudah ditanda
putusan | Mentt| tangeni
Majelis
19 | Pambuatan . Borkas Perkars Petikan
petikan il + Putusen 30 | putusan
Sutusan Menit
20 | Penyampakn Petikan Putusan . Ekspodisl Penyam
petikan dan dan safinan - Tenda terima | psian
safinan - putusen Sisp penysmpalen |Petiken
putusen kpd i I dkiim 320 | petikan / putusen
PJ;Unyld&, Menit| salinan 1224 jam
'I'eml'am dan
Y]
21 | Manyatahken - - Beskas porkara Tands terima
Minutas - BukuEkepedii | 15 | penyerahan
parars w barkas
22 | Menginput - Putusan 30 |Amasdan
amer dan |J - SIPP Menit | tanggal putusan
tanggal langkap
putusan
kedatam
SIPP
23 | Menginput - n 80 jPertimbangan
perimbangen LI Hukum Mank | Hukum dan
Aulasm den e- \- Putusan e-doc putusan
g‘l’cpph-dilﬂm L SIPP lengkap
24 | Manerima - Berkas perkara Checkfiet
Minutast - Chekiist 20 sudah ditands
perkara dad kelengkapon tangan
PP berkas panitess mude
_ _ idana
25 | Menyeratkan Barkae Perkara - BA Penyerahan
berkas ke yang sudah berkss parkara
Panmud 18 8 m]p perkara
Hukurm Hukum tetap .
. Cheklist
DISIAPKAN PERIKSA
1 ARD §

NIP. 197009051993031007

NIF. 196308171992121001 ’

NIP, 196504121992121001
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DASAR HUKUM : KUALIFIKAS PELAKSANA\::"‘* i
1. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang 1 81 . T B
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sedersjat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 lentang
Parubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tenlang Poraditan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Hukum

Acara Pidana

Perma No. 7 Tehun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradiian

Swat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.| Namor 3

Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Parkara

Surat Keputlusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 026AKMAJSKA2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan

7. Surst Kepuiusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAXD32/SI/IVI2007 tentang Pemberiakuan Buku it
teniang Pedoman Pelskeanaan Tugas dan Administrasi
Paradilan

8. Peratwran Meniern Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Relormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 fentang
Pedoman Penyusunan siandar Operasionat Prosedur
Administras) Pemerintahan

8. Surst Keputusan Diwekiur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Noemor 77DJU/SKHMA2.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pimu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Neger

10, Persturan Perundangsn-undangan Iain yang terkait

11. Xeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIpikor
Serang Kelas 1A nomor
W23,U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

@ @« »

" PENGADILAN NEGERIPHI/ 'omors0p  ¥0UL4S090070

Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat tulis kantor (ATK)
1. SOP Penanganan Mejs Pengaduan 2. Komputer
3, Printer
4. Register Perkara Pidana Singkat
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas perkara pidana singkat

tercapai

Halaman 1 dari 2
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Pelaksana Mutu Baku et
No Aktivitas Petugas Panmud; Panmud Persyaratan/ Waktu Output
prep | Staf PP | Moane | Hugam | PoMitera | Hakim | KPN | poqon ionan
- « Barkas perkara Barkas
1 | Penerimasn N Tidak 10
ot Cheacidist berkas dikerima/
gl gl D [ Pedara menk | Eispadisi
= [Cek List berkas Berkas
2 Meneliti Ya 8
berkes peksrs —
3 | Menyershkar - Berkas Parkara s Ekspadisi
barkas perkara menit
2 | Penunjokan ¥ Berkas perkara Penetapan
Majstis Hakim 1 o | penuniuken
MajebyMakim
5 | Panunjuken - Berkas perkara penunjukan
Pamtof:“ ,’-‘ | - Penetapan 20 | PP
Pengganti (PP) pangm]ukan menit
8 | Penyershan Berkasperkara | 5 |Ekspedisi
berkas parkara 3 - Penetapan menit
kepada Hakim -
Al L1 o [ [
Rfsidangan - i
] {j dan Barang {Menit
Buktf langksp
8 | input data . SIPP 20 Setelzh
SIPP dan Ll . Reglster Induk |Mentt |-Tercatatnyg |sldang
Penomeran I ) Perkara Pidana dalam SIPF | pertama
perkare, Singket dan Register
pencatatan lnduk Perkara
dalam register Pidana
induk Singkat
{manual) B
8 | Penyusunan - Berkas parkara Putusan Putusan
Putusan den ﬁj - Konsep Putusan dan BA menjadi
BA Sidang - Konsep BA 120 bagien
bAani dart
berita
_ _ _ acera
10 | Pembuatan i - Barkas Perkara Petikan
petiken t‘l’ - Putusan 30 | putusan
putusan manit
17| Penyampaan “Petikan Putuasn Tanda terima [Penysm
petkan dan Siap dikirtm penyampaian | paian
salinan v - Buky Ekspedisi petican Petikan
pulusan kpd | pulusan
Penyidik, JPU, I-J 120 1x24
Terdakwa dan Manit Jam
Lapas dan
Minutes!
berkas
perkara
12 | Menysrahkan - Berkas perkars Tanda
Minutasi - Suku Ekspadisi 15 | terima
perkara Menld penyerehgn
___ berkas_
13 | Maaginput ] - Putusan PT 30 |Amar dan
smar dan I I SIPP Mendi |tsnggel
o putsaan
kedalem SIPP nkap
14 | Menginput - Portimbangan [ 60  [Pertimbangan
petimbangan C L‘ Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- l ] - Putussn PT €-doc putusen
SIPP
15 [ Monerima - Barkes perkara Checkiist
minutest | - Chekiat sudsh ditanda
perkars darl 3 kelengkapan 20, |tengan
PP barkas logy panitera muda
sne
18 myﬂ:.hkm ¥ -Perkam  sudzh . Berita acars
as berkekuaten 15 | penyermhen
Panmud D hukum tetep menit; berkas
Hukum - ChekFist - Arsip perkara

Halaman 2 darf 2
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KETUAN SERANG

S0P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRlNG

- —— — . " - -

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI 9ELAK3MR 5.8

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 lantang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 lentang Peradiian Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturen Mahkamah Agung Rl Nomor 2 lahun 2012
Teniang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumiah Denda datam KUHP

5. Peraturan Mshkamah Agung RI Nomar. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekratarialan Peradilan

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.| Nomor 3
Tahun 1888 Tentang Penyelesaian Perkara

7. Surst Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAXI2/SK/IV2007 lentang Pemberiakuan Buku §
lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasi
Peradian

8. Pemturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Raformasi Birokram Nomor 35 Tahun 2012 terkang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Adminlstras: Pemenntahan

9.  Surat Kepulusan Direktur Jenderal Badan Peraditan
Umum Nomor 77/D1WSKMHM02.37272018 tentany
Pedoman Slandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Nageri

10. Paraturan Perundangan-undangan laim yang teckait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Xelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.XPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Xepanlteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

1. 81

2,

SMU Sedevajat

e ———— - e em———

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana

ol ol o

Alat tutis kantor (ATK)

Komputer

Printer

Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak tercapal

2. Jika SOP inl tidak dilaksanakan, tertlb
administrasl tidak tercapai

Berkas perkara pidana cepat/tipiring

Hataman 1 dari 2
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Panmud | Penmud | o o L Persysratan/ | o) | Output
PP Pidana | Hukum # Perlengkapan
= perkana Berkas
1 | Penermaan Tiasi m berkas ditertma/
berkas Parkara Ekspedisi
perkara dan 10
panyidik mienit
—_ -Cok List berkas Berkea
2 | Menaliti
Kelengkapan v > BEES ey | Lankee
berkas
perkers Borkas Perkora Eksped
37| Menyerahken ) AP 5 -
berkas manit
perkars
4 | Penunjukan -Berkas perkara 20 s:rsunitﬂcl :n
Hakim mentt | Makim
S | Penunjkan el -Berkes perkars pommlPF ukan
Panitera J -Penetapsn 2
Pangganti PeTENuXsn menit
PP) Hakim
€ | Psnyerahan ] -Barkas perkara Ekspedis]
berkas — -Penatapan 6
perkars Ll menit
kepada Hakim
7 | Proses -Berkas Peckara
persidengan -terdakwe, Saks| 120 |- Putusan
dan Berang Bukti[ Menit
Jengkap
Tnpi duta -SIPP 10 Data terinput [ Snesiat
SIPP dan F_I -Registar Induk  IMentt | o g o0
Penomoran Perkora Pidana dan tercatat lakukan
perkara, Cupat dalam h
pencatatan Registar  [Porkar
dalam register induk Perkars
induk Pidana Cepat
{manual)
9 | Pengisian 5 -Barkas perkars Putusan
Blangko i' -Blangko Putusan| 30
Putusan Menit

10 | Penyampaian -Salinan Putusan Tanda terima
Sallnan -Bukuy Ekspedisi penyampaian
putussn [ Salinan
kepads putusan
Panyidik, JRU, 60
Terdakwa dan Menit
Lapas dan
Minutasl
barkas
perkara

11| Menysrahkan - Berkas perkar Tanda
Minutasi - Cheklist 18 tertma
perkara kelengkapan Manit panysrahan

- berkas berkas
-Buku Exspedis|

12 { Menginput - Putusan 3 Amar den
amar dan SIPP Menit rienggel
t--:goal putusan
putusan
kedalam SIPP lengiee

13 Maqg‘u'lpm 1 X n 80 Pe
pertimbangan =0 Hukum Menit  |Hukum dan
Py B e
S1op + SiPp Ml_!lil

t4 | Menginput - SIPP ata
tanggal - Buku terinput ke
minutasi pada rjb Register sipp dan
SIPP dan 10 1 torcatat i
dicatst dalam Monit register
register manus
manual _

15 | Manyarahkan -Petkara sudah -Berka wara
berkas ke b berkekuatan 10 penyershan
Panmud hukum tatap " berkes
Hukum parkars

-Arsip perkars

Halaman 2 dari 2
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SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

R I P -
¢‘

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA ; =-
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 1. &1 T
Kekussan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAY

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisesi dan Tata Kerja Kepeniteraan dan
Kegskratariatan Paradiian

§.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016
lentang lata cara penyelesaian perkara pelanggaran
{aly lintas

6. Sural Keputusan Kefua Mahkamah Agung Nomor :
0Z6/KMA/SK/If2012 tentang Stander  Pelaysnan
Peradian

7. Suat Keputusan Mahkamah Agung RiI Nomer
KIMAZ32/SK/V/2007 tentang Pemberiakuan Buku 1
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Padoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrast Pemenntahan

9. Surat Keputusan Direkiur Jenderal Baden Peradilan
Umnumn Nomer 727/DJUASKAMO02,. 37272018 tentang
Pedoman Slander Pelayanan Terpadu Satu Pinly Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadiian Neger

10. Peraturan Perundangan-undanqgan lain yang terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PH|/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapen Standar Operasional Prosedur (SOP}
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/TIplkor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: |

1.Alat tulis kantor {ATK)

2.Komputer

3.Printer

4.Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN o
1. Jka sop Ini tidak dilaksanakan maka asas ]
peradilan tidak tercapat Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib
administrasi tidak tercapai

Halaman 1 dari 2
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L‘; Pelaksan ) Kot.

anmud | Panmud | Panitera] Hakim Persyaratan/ |Waldu{ Outpat

Mo| Aktivitss  [Petugas]  Staf PP l;m e Pecengicapan .

- - Berkas Berka

1 | Penerimsan Ticak perkara Laks dierime
berkss ) s s
perkara Lalu ¥ - Soft Copy mentt
lintas das berkas

. Perkas Berkes
2 | Meneiti Ya N perkars Lalu 5 | lengkep
Kelengkapan lintas
- Soft Copy
borkas orer
- Beikas

3 | Menyusun porkars i menit £ lengksp
berkas dan Ij"l - ATK berkss | dengan
barkas dengan perkaral karbon

- I:ﬂnlwbon ~Berkas Penotapan
P:mrﬂwm perkars 20 ponunp.lm'
Hakim - Konsep mentt | Hakim

~ Borkes penunjy

5 | Penunjukan rL perkes 20 | kenPP

=l - Konsep ment

6 | Parsidangan - W 18 | Pulusan [lanpa

Hradir
pengucapan porkars Menk
putusan é FMI
TATK 126 | Ternpit
7 { boput i""""rm‘:: CH - SIPP Moot | ke
dalam
di StPP SiPp

8 | Mangumumken - Salinan &0 | Putuean

denda tilang di L Putusan Mani | terpublik
asikan

papan j - ATK

pengumunsn - Website.

9 | Menpirimka - Salinan 120 [Vanda
salinan " putusan Menkt |tarima
putusan dan - mng bukti ge‘n:wm
barang bukti -
ke Kejoksaan Ekepodisi wai;\

10 | Penermaan 1 - Pulusan 5 | Tanda
pulusan L-. Perkara thang | Menkt | terima
perkara thang L.I . :uku ,

11 | Pengarsipan - PumuMn S | Berfin

| Ferkara tilang | Menit | Acara
O = o
Ekspedisi an
pulusan
| Arsip
DISIAPKAN DIPERIKSA
l AR YA M H, MH. H
NiIP. 197009051993031007 NIP/196308171992121001 NIP. 196504121992121001
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SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANQING

o0 _.'.{"‘IQ, e

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomoar 48 Tahoun 2009 tertang
Kekuasan Kehakiman

Uniang-Undang Nomar 48 Tahun 2008 tentang
Porubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana

Parsturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organizasi dan Tala Kerja Kepanileraan dan
Kesekratasiatan Peraditen

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R} Nomar 3
Tohun 1998 tentang Penyelasaian Parkara

Swat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: D28/KMAJISKNI/2012 tentany Standar  Pelayanan
Peradilan

Sural Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMAKIIZ/SKAV/2007 tentang Pemberiakusn Buky ()
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrast
Persdilan

Poraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformast Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang
Padoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Adminisirasi Pamerintahan

Surat Keputusan Diekiur Jenderal 8Badan Peradiian
Umum Nomor 77/DJUISKHMO2.3/272018 tentang
Pedoman Standar Pelayansn Terpadu Salu Pintu Pada
Pangadilan Tinggi dan Pengaddan Negeri

10. Poraturan Perundangan-undangan [ain yang ferkait

2.

,-. -

KULUFiKASI PELAKSAHA :

i. st it
2 SMU Sederajal

| [ W UiﬂfSOPf”iD 2016

Q)WG

- et e

L er——————

tercapal

131. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PH/Tiptkor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasionat Prosedur (SOP}
Kepaniteraan pada Pengadiian Negeri/PHI/Tiplkor
Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1, Alat tulls kantor {ATK)
1. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Bilasa 2. Komputer
2. S0P Proses Penyelesalan Perkara Pidana Singkat 3. Printer
3. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Anak 4. Reglster Perkara Pidana
5. Buku Register Perkara Pidana Bandlng
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop Ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3
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Polaksana Mutu Baku -
No Aktivitas Petugss Stat/ Psnmud Persyaralan/
1 | Menerimsa - Berkay perkera Pecsya
Permokonan ‘ } - Putusan 10 Pemobonan
Banding ATK meny | BINEMD
. Surat Kuase (ke lengkap
ads)
2 { Membual Akta 3 Beckas perkama Konsep
Pemyatasn CE}.—M g::ax‘:u N 10 ;I:r:, M-
Bandi 1 283 (ks _
" ada) Ment | Banding
ATY T
3. | Mengoroks! | Berkas Perkara sep
den Paraf Alda - Putusan Akt
Ys > | Konsep Akta 10 | Pemyataan
Menit | Banding
Banding yang r:?.h
ATK dips
4. | Menandsiang - Berkas Perkam Akls Panttera
ani Aita | Putusan Pamyalaan | menanda
Permyataan - Konsep Alla Banding tangani
Banding Pemyatasn 10 akis
Banding yang ielsh Menk setelah
dipersf pemchon
menanda
tengani
akis
5 | Inputdats . Akta Pemystaan Data
Permohonan ﬂ\ Banding Banding
Banding di - Putusan (s | ternpt ol
SIPP dan L ATK menit | SIPP dan
dicatat datam L SIPP tercatat
fegister L Register dalam
rogistes
6 | Membuat Berkas Periara Kansep
Laporan L‘ . Prausen Laporan
Banding Axia Pemyatsan 30 | Permohonan
g mend | Banding ke
ATK Pengadiian
Tinggi_
7 'doundltma H - Konsep Laporan me
ani laporan Pemmohonan 5 | Banding
banding Banding ke Menit
8 | Mangirim Leporan Tands bukd | Ko fewat}
Laparan 4 Pesmohanan a0 | Pengwimen (Posden
Banding 1 Banding EmailFax
Ll L ATK menk
. Buky
8 | Pembemahusn ! Nﬁ Relsas
Pemyataen T Banding 80 Mhud
Banding l‘j | ATK menlt | nbanding
i . Surst
10 Input I . Relaas Data
Pemberitabuan tahuan tarnput
Banding ol “E] banding 10 | delsm SiPP
SIPP dan ATK menil | dan tercaiat
dicatst d . SIPP dalam
register } Regleter registec
11 | Menerima . I Memor Aontra Memosikont
banding . Sofcopy 5 tenghap
memorikontra mend dibuat
memon banding ranghap
L ATK aesug
Reqatar kebutuhan
12 | Membuat Memori Xontre Konsep
AliaTanda LL banding 30 ektz tanda
torima Memorl poed b ATK meng | Hima
kontra Register menmord
B banding
13 | Penandstangan Konsep akia (anda Aktg tandas 1 Setelah
an akia Ya ierima memon 10 enma di parat
penerimaan N\ Montra banding memosi oleh
memori fkontra ATK menk | sonira Panmud
banding banding Pidans
14 | Input ~Alda lands terima Osta
penefimaan r_1_ memorikontra tednput di
Memori Kontra L‘_r‘ banding 10 SPP den
Banding ke Memod onira a | tercatat ot
SIPP dan dj banding raginter
dicatat dalam SIPp
regiser -register

Halaman 2 dari3



Pelaksana Muty Baku
No Aktivitas Petugss Staf ! Parmud Persysratand Met,
PTSP | Mejall | Pidana| JS7JSP | Panttera | KPN | ol o Wakiu | Oulput
15 { Pembeviishuan - Akta tanda s
dan Penyerahar Q erima  A&ontra
Mamori Aomira +] memort 15 [a"
Banding serta L banding "
input relss - Memorikontra memorkontra
pembaritahuan banding nding
- ATK
16 | Poncaistan - Relaas Data
dalam reglster pomberitahuan pemberitsh
l le dan van dan
— penyerahan penyerahan
mamon Aontra memor
! banding 10 | Aontra
- Repister menit | banding
- SiPpP terinput
= ATK dalam SIPP
dsn tercatal
dalam
feqister
17 mpelﬂlﬂ 'J' - Berkas parkara Alda telsh
63 - putusan 15 | mempelajar
Peckars ] mentt | berkas
18 | Menyusun dan . B¢ e
sun - Serkas porkars Konsep
membuat 'L‘ (bundel A dan surat
Surat 3 bunde! 8 so | pengantas
Pengantar - Softcopy mentt | POREYiman
Penglriman putugan berkas
berkas - ATK banding
19 | Menand
nands Konsep surat Surat
v e [ pengantar pengantar
Pengantar 1 pengiiman berkas pengiriman
Pangiriman banding 10 | berkes
berkas # | banding
banding yang sudah
dilanda
20 | Mengitim - Berkas perkara Fanda Dukti | Paling
B.bﬂku (bundet A & pengkiman | lgmbat
nding bundel B) e berkss
- :u"n(tmnoanw mask Py
Surat = 14 hasi
24 | npust - surat pengantar Data telsh
Penganter o 3 pangkman terinput dl
z'::e:l: t?i mm\o 10 | SPP dan
dalam - menlt | tercatat di
register - sIPp register
2 | Ao e P —
banding di C:) . akta-akta fersimpan
simpan & - Mmemon  dan{ 10 | sebagslanip
#rsip kbl kontra memort | menit | akti d
banding Kepaniterasn,
idana
DIPERIKSA DISAHKAN

RI ARDIANSYA, SH, MH.

NIP. 197009051993031007

NIP.

D TRIYONO, SH, MH.
196504121992121001
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 MisahhanQie KETUA P\l SEQANL;

SOP PERHOHONAN UPAYA HUKUH BANDING PEMILU

D&SAFI HUKUM

.-....--..-..,_-._.L-_ ..10- - —— - - -

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peraditan Umum
Ungang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tenlang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Mahkamah Agung Ri Nemor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindsk Pidana Pemilu
Peraluran Mahkamah Agung RI Nemor T Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Xepaniteraan dan
Keselsetariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.t Nomar 2 Tahun
2014 Tentang Penyelasalan Perkara Di Pengadilan
Tingket Pertama dan Tingkal Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.
Swrat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tenlang Pembertakuan Rumusan Hasid Rapal
Plenc Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai
Pedoman Peluksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Sural Keputusan Mahkamah Agung R! Nomor
KMAOI2/SKAVR007 tentang Pemberiakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Paradian
Surdl Kepulusan Ketua Mshkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I/2012 tentang Standasr Pelayanan
Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Retormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Cperasionat Prosedus
Administrast Pemerintahan
Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJW/SKMHM02.3/2/2018  tentang
Padoman Slandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pangadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yanqg terkai
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PH|/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.03/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

2

o e W

10.

1.

12

13.
14.

1§t
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Anak

Alat tulis kantor (ATK)

Komputer

Printer

Register Perkara Pidana

Buku Reglister Perkara Pidana Banding

@AW

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

Berkas Perkara Pidana

Ha@man L garnsy ™ -



mailto:pnserangl2@gmail.com
http://www.pn-seang.soid

Pataksana Mutu Baku Ket.
No Aktivites Pm:n :: :I Panmud JS1J5P | Panitera | KPN Peurm Wakty Owpit
! i Putusal " ?ur::ofwn
Pemnchonan n
Banding -ATK Banding
-Surat Kuass (ks 16 fengkap
ada) monit
Teaggang waktu
banding 3 hart kerje
setelah putusan
2 | Membuyal Akia -Berkas perkara Konsep
Pemyataen Ejﬂ—m Putusan 0 | A
Banding -Surat Kuses (Jka Menik | Fomystasn
wds) Banding
-ATK
3.} Mengoreksi “Berkas Parkara Konsep
dan Paraf Akla -Putusan Ada
va | / -Konsep Akta 10 n
Pamyatean Menlt | Banding
Banding yang telah
ATK aeaf
4. | Menandatang -Barkas Perkorg Axis Panitern
ani Akis “utusan Pemyataan | menands
Pemyataan -Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyslaan 10 akta
Banding yang tefah sctclak
diparal Menit pemotion
menands
taRgani
akia
5 :;1::(":.'& 1Ll -Akta Pemyataan g‘nl‘m
onan Banding n
Bending di E—l -Pulusan 15 terinput o
slPPdw ATK SIPP dan
icatat dalam -SiPP monk | arcatat
rogistor -Register dalwn
6 mbﬂﬂ L -Barkas Perkara Konsep
ran -Putusan Laporan
Banding ﬁ_] -Akta Pemyataan 30 | Permohonan
mend | Banding ke
-ATK Pengadilan
Tinggi
7 | Menandatang 'J Laporan
ani laporan i ' Pemmohonan 5 | Banding
banding Banding ke Menit
aditan b
8 | Mangirim -Laporan Tanda bukdi | Kirim lewst
taporan Pammohonan 30 pangliman  (Pos dan
Banding | ] Banding mentt Email/Fax
-ATK
-Buku akspedisi
9 | Pemberitahuan -Akia Permohonpn Retaas
Pemyataan = Banding 60 | penmberiahy
Banding -ATK menit | n banding
-Surst
10 | Input -Relaas Data
Pamberitatuan j pemberttahuen tarinput
Barding dé banding 1o | delemSIPP
SIPP dan -ATK dan tercatat
dicstat di -SIPP ment | galam
register -Registet register
11 | Menerima -Memaorl Kantrs Moamortkont
Momorikonira I 1 banding ra banding
banding -Sofcopy s | lengkap
memorikontra manit dibust
memor banding mngkap
-ATK sosusl
-Rogister kabuluhan
12 | Membuat -Memorn /kontra Kansep
AiktaTanda t Tk banding 0 akia 1anda
ferima Memori p—d -ATK terims
fonkra Reghster mem | memort
Banding banding
13 | Penandatengan -Konsep akia tands Akta tands | Sciclah
an akla Yar tesime memori 10 | tesma di  panaf
penarimaan \\ Aontra banding memon olch
memorl xontra ATK Monira Panowad
banding banding Pidana
14 | input -Akta tanda ferime Daia
penerimaan memorikontra terinput di
Memori banding SIPP dan
fonira -Memori Aontra 10 tercatat di
Banding ke banding ment | regisiar
S1PP dan -SIPP
dicatat datam -rogister
register

Halaman 2 dari 3



N Pedsksans Mutu Baku Ket.
] Aktivitas Stat/ Panmud Peorsyarstan/
PTSP | Mejall | Pigana | YS/YSP | Panitera | KPN | oo iengkapen
15 Pamberitahuan -Akia tanda tafma
dan Pm" Q Kontrs  memon
o . .
Banding serta "'_.J b&%«.
input relas banding
pambaritahuan ATK
16 | Pencatatan Relass
dalam register pamberitahuan
L_'= dan  penyerahan
— memari  fkontra
banding
-Register
-SiPP
-ATK
17 1 Mempetajan ] “Berkas perkara
m::. 'Jl I -putusan
18 | Menyusun dan “Berkas
membuat ! mum’fﬁ?
Surat Eﬂr bundel B)
Pengantar -Softcopy pulusan
Pengiriiman ATK
beras
19 | Menandatang
anl Suret ﬁm"""m::""
l;::g::t“ar pengiiman berkas
berkas " RNy
banding
20 | Manginm v Berkas perkara Pahog
berkas ndel A &
Banding EJ Qndd 8) lembat
-gurat pengantar Sikidm
21 | inpit Surat :ﬁ:‘ — “-—"‘"‘
;;‘g%“"’ o = pengirman berkas finput 61
e m;t" banding 10 |SIPP dan
) -Register menit dl
dalem register SIPP p
-ATK
22 | Ansip berkas “Pul -
mm di 1 -aklau-‘&'t‘a Am:npan
oip a’:‘g et D -memori denkontra | 90 |ssbegat arsip
arnlp okt SIS Kep::hmn
ana
DISIAPKAN DIPERIKSA
ERI ARDIANSYA, SH, MH. SUKR AIN, SH, MH. IGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP. 196308171992121001 NIP. 196504121992121001
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DASAR HUKUM : KUALIFIKAS! PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 1. 81 - e

Kekuasen Kehakiman 2. SMU Sederajat

2, Undang-Undang Nomor 48 Tehun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tuhun 1986 tentang Peradilan Umum

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomoar 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undsng-Undang Nomor 14
Tahun 1965 tenlang Mehkamatt Agung RI

§.  Surst Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tehup 2010 tentang dokumen
oiakironik sebagai kelengkapan permohonan kasasiiPK.

8. Poraluran Mahkamah Agung Ri Nomor ? tahun 2015
lentang Orgenisasi dan Taia Kerla Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Sural Keputusan Mahkamah Agung Rt Nomor
KMAN32/SK/1V/2007 tentang Pemberiakuan Buky il
tentang Petdoman Pelakeanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Suwrat Edaran Ketus Mahkamah Agung R! Nomor 3
Tahun 1898 lentang Penyelesaian Parkara

8. Surat Kedokumen elekironik Ketus Mahkamah
Agung Nomor : 026/KMA/SII2012 tentang Standar
Polayanan Peradilan

10. Peraturan Menten Pendayagunsan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ientang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerinlahan

11. Surat Kepuiusan Direktur Jenderal Badan Peradian
Umum Nemor 77/0JUSKHMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinks Pada
Pengadilan Tingg: dan Pengaditan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang berksit

13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PH}/Tipikor

Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1, Alat tulis kantor (ATK)

1. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Biasa 2. Komputer
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. Printer
3, SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Anak 4. Buku Register Perkara Pldana Kasasi
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP inl tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
tercapal

Halaman1dari 3


mailto:pnserang12@gmaM.com
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Pelaksana Muty Baku
No Aktlvitas Petugas Staf! | Panmud Parsyaratan/ Ket.
PTSP Meja i Pidana JS /8P | Panitera | KPN Periengkapan Waktu -Oulput
1 | Menerima - Berkas perkare Persyaratan | Dokuman
Permohonan - ATK Permohonan| etekironik
Kasasi ‘ }— - Surst Kuasa Kasas! sebagai
(ika ada) 10 {lengkap mana
mend dimakaud
dalam
SEMA
No, 12014
2 | Membuat Akta ¢ Tidak - Berkas parkara Konaep
Pernyataan E _l—: - Dokumen Akla
Kasasl elektronk 10 Peormyatasn
- Surat Kuasas | Menkt | Kasssi
{ika ada)
- ATK
> | Pt - Dok provad
- umen
pemyatasn i elekirank 1p | Pemyataan
kasasi - Konsep Akta Mani Kasasi yang
Pemystaan telah dip
Kasasi
- ATK -
4. mag.d;tanganl - Barkas Perkara Akta Panltera
yataan - Dokumen Pamyataan | menands
Kasas! @ elektronk Kasssi tengani
-~ Konsep  Akta 5 akta
Peamyataan Menit setsiah
Kasasi  yang pemohon
telah dipargf menanda
tangani
aka
5 | Inputdata - Akis Oats
Pesmohonan L‘ Pernystasn Kasasi
:mmdl SIPP E Kasasi 15 tarinput &I
an dicatat - Dokumen SiPP dan
dalam register elekironk ment | torcatat
- dalam
- ister register
8 | Membuat - Barkas Perkars Konsep
Laporan Kaaas| « Dokumen
elekironik an
[ L‘r . Akt 30, [Kasasike
Pamyataan mah
Kasasi Agung
. ATK
7 l”ﬂ“ﬂdmﬂﬂ!ﬂi - Konsep Laporan —
aporan kasasi 4 Laporan Pemyataan
{' | Permohonan 10 | Kasasi
Kasasi ke Manit
Mahkamah
Agung
B | Mengirm - {apomn Tanda buktl |} ¥rim
Lo 3 s pochinas o P
em: asasi 20 dan
Kasasi . 2‘?‘Km menii EmawFax
- = Bukuy elspadisi
9 :embeﬂtahuan - Akls Relass
emyatsan ’ pemysaan pemberits
Kazasi JJ. I Kasasi m?m huan
- Surat lugas kasasi
- ATK
10 glpul ] ! - Relaas Data
smberitahuan — pemberitahuan terinput
Kasasi di SIPP il kagasi dalam
dan dicatat di . SIPP 10 1 5iPP den
reister - Register tercatat
- ATK dulsm
regleter
11 | Manerima = Memor kasasi Memor
Momﬂw - Register kasasl
memon Kasasi - tengkap
memori kasasi 5 dibuat
| - ATK mank | rangkap
sesual
kebutuhan

Halaman 2 dari 3




Peisksana Mutu Baku
No Aktivitas Petupas Staf / Panmud Persysratan/ Wakty o
PTSP Meja Il Pidans JS1JEP | Panlwra | KPN Perlengkagan utput
- Mamart Kasas! Konssp  #kia
2 mm. - softcopy mamori 0 tanda  ledma
tevima Mamor kasasi memari kasasi
kortra memori Tiduk - Register mend
Kasasi pd - ATK
13 | Panandstengsn - Ko_nlep akia tsnda Am tanda
an akta terima memori 10 terina memon
penerimasn s | kasasi menit kasasi
meimor / kontra \
mamor] kasasi
14 | input - Alkta tanda terima Oata terinput di
penerimasn r’_ memari kasasi SIFP den
Mamori Kasas! = - Memart kesasi 10 |tercalat di
ks SIPP dan - SIPP menit |register
dicetat dajam - Register
register
15 | Pemberitahusn - AkLa tanda terina Relass
dan mamor kasasl 5 g:'nberhhuan
Penyefahan ol I - Marmhor] kasasi
Memori / konira e ATK mend | penyershan
marnori Kasasi - mamori kasasl
16 | Input Relaas - Rolass Data
Pemberitahuan pemberitahuan dan pemberitahuan
dsn EL_ dan
Penysrshan p— kasasi 10 penyarahan
Memori / kontre -ATK 2 memon kasasf
memorn Kasas) - Register terinput delam
di SIPP dan - SIPP SPP dan
dicatat di tercatat datam
rogister registr
17 | Pemberitahuan - Blanko Relass
untuk ‘j'-H I pomberitahuan 60 pemberitahuan
mempeiajari untuk mempelajari | | untuk
berkaa kepads 3 mempelalar
plhaic-plhak berkas
18 | Input Relaas - Relans Data terinput
untuk pemberRahuan dalam SIPP
mempelsjed b untuk mempeisjars g |dantarcatat
berkas di SIPP | I berkas meni dalam ragister
dan dicatat - Ragister
dalam register . SIPP
- ATK
19 | Mempelsjari L - Berkas perkara 10 |Akateish
Berkas Perkara .—-—-—D - dokumen elektronk | - [mempelajart
i berkas
20 | Mengupload - dokumen eleitronk Ookumnan
dokumen I l - SIPP MA elaktronik
sleidronik dalam 30 (terupload
direktor menit | dalam direktori
dokumen dokumen
elaldronik elakirank MA
21 | Menywsun dan - Berkas perkara Konsep sursi
gwmbual Surat L‘ (bundel A dan a9 |Pengantar
angantar t bundel 8) . | panglriman
Pengiiman =il - barcode M0t | perkas kasasi
berkas kasasi - ATK ke MA
22 | Penandatangan Konsep surat Surat
an Surat Yok pengantar pangantar
Pengantar pengiriman berkas 10 |pengitiman
Pengtrinan kasasi menit |barkas kasast
berkas kasasi yang sudah
_ danda
23 1 Mengirim I - Berkas perkars Tanda bukti Paling
berkes Kasas| Cj {bundel A & bundel pengiriman tambat
B) 50 berkas
- sursl pengantar dikirim
L barcade menit 14 hari
. Softcopy berkes
- ATK
24 | Input Surat - surat pangantar Data telah
Pengantar dl pengirman berkas tarinput i
SIPP dan kasnsi 10 |SIPP dan
mencalat dalam C’} - Register menkt |tercatat di
register .i'il‘;(P regigtar
25 | Arsip berkas - dokumen elekironk Areip
porkara kases!l :'f ‘: - ekta-akta tersirmpan
di simpan di - emad dan kontra 10 sobagal arsip
arslp aldif memoii kasasi menit | aktif di
Kapanitersan
Pidsn

Halaman 3 dari 3




DIPERIKSA (] KAN

SUK IN, SH, MH

. SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196308171992121001
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KUALIFIKAS! PELAKSANA :

— N - L ew——

DASAR HUKUM :

1. Ungdeang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang i 1. 81
Kekuasan Kshakiman | 2. SMU Sedersjat

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 2 i
Tahun 1886 tentang Paradilan Umum i

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hulkum !
Acara Pidana

' 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mankamah Agung Ri Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah !
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen
elekironik sebagai kelenghkapan permohonan kasasiiPK.

8. Surst Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tshun
2016 tentang Pemberiakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Peraran Mahkamah Agung Rl Nomoer 7 1ahun 2015
fentang Organisasi dan Tala Karjs Xepaniieraan dan
Kesekretadatan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMAX32/SK/V/2007 lentang Pemberigkuan Buky 1t
lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasi
Peradian

8. Surat Edaran Kelua Mahkamah Agung Rt Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

10. Sural Kedokumen slakironik Kelua Mahkamsh
Agung Nomor : 028/KMA/SKAL2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

11, Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negers

dan Reformas! Birgkrasl Nomor 35 Tahun 2012 tenlang

Pedoman Penyusunsn standsr Operasional Prosedur

Adminisiras Pemernntahan

Surat Keputusan Divektur Jendsrsl Badan Peradilan

Umum Nomor 77/0JU/SICHIMO2,.3/2/2018 tenlang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Salu Pintu Pade

Pengadilan Tinggi dan Pengadian Neged

13. Penaturan Perundangan-undangan lain yang lerkait

14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHi/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
Xomputer
Printer

Buku Register Perkara Pidana PK

12

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Bwp

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tdak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
tercapai

Halaman 1 dari 3



http://www.pn-serang.go.id

Pelaksanra Muty Baky
No |  Axtivitas Staf/ | Panmud| JS7 | Panit Persysratan/ | Waktu | Output
Mejah | Pidana | J8P | era | PP | Hakim | KPN | periengiapen B
1 | Menadma - Pemmohonan Pemnoticnan
Psmnohonan Peninfauan PK perkara
dan memort Kemball 10 pidana
PK - surat  Kkusss mont
(s ada)
- ATK
- Softcapy
2 | Mombuat Akta 1 - pwmohonan Akta
Permyatsen [ Jefmm, oK paryatasn
PK pidana - ATK 10 {PK pidans
Menit
3. | Mengoroks - penmchonan sep akia
dan Paref Akta o & > PK n
« Konsep akta 10 pidana
pernyataan Menit (yang diparaf
PK pidana
« ATK
4. { Menandz - Konsep akia Aia
tangeni Akts 10 "
Psmystsan PK PK  pidana | X PK Pidana
yang di paraf
- ATK
5 | Input data - Akl
Pemaohonan pemyaiaan
PK di SIPP | PK Pidana
dan dicatat L'l Ya - Pamohonan
datam register :LJ PK
- Register
- SIPP
S -_ATK
6 | Menekd Ticax 1 - Barkas
kelengiapan 7N\ Perkara yang
barkas diajukan PK
perkara yang - Akia
disjukan PK pemyatasn
PK
- Memon PK
7 | Penunjukan - s
HakimMajekis Perkara yang
Hakdm melaks 'j dizjkan PK
SWP - Akl
pemyataan
PK
- HMemeori PX
- - SIPP
8 | Penunjuken I'J - Berkas
Sep diajukan PK
= Akia
PK
- Memor PK
- SIPP
9 | Mencatat - Bemas
e ki - an B
- n
dan PP dalam — . ml;u "
register xnyﬂun menit
- Memorn PK
+ Register
« ATX
10 | Menedima 5 -~ Berkes ands tafima
penyerahan t Perkars penyershan
berkas diajuken PK derkas
perkara - Akis
pemyataan 10
PK menit
- Meamori PK
- Register
- Buku
igd
11 | Penetapan - Doerkas
Harl Sidang .f_j Perkars Inart sidang
melelul SIPP - SIPP ]
menk

S

Halaman2dari 3




"

/

NIP. 1970080519893031007

SUKRI SULUBMIN, SH., MH.
NIF. 196308171992121001

Polaksana Biutu Baku
Ket.
No Aktivitas Petugas | Staf/| Panmud | JS/ Parsysratond | e, t
PTSP | Mejsll] Pidans | Jgp | PPritera] PP { Hakim § PN | ponangkapan '
75 T Meneim - Berkar Penetapan
? | Honarima Parkara harl sidang
5 dan memort
perkara PK l‘l meet | PK
Pemangglian - Penetapan Relas
Para Pihak hari sidang panggilen
dsn d— - berkas dan
Penysrahan | i perkara 20 | Penyeratian
memon PK - memori PK meng | memar PK
kepada
termohon PK
14 | Proses - Berkas A
Persidangan perkera Pemartkasan
dan - memori PK tzp [N BA
pembuatan - Relas menit Parcispat
berita acara panggilan dan
pendapat penyarshan
memori PK
158 | Penyusunan - Berkas Barkas
berkas perkara PK 30 perkara
peorkara PK menit
18 | Menguptoad - Dokuman 30 Dokumen
dokumen elektronik yang { menit | elektronik
alskironk dimohonkan PK] teruploat
yang = Akia dalam
dimohonkan permnyataan direktorl
PK dalam PK dokuman
diraktosi « memori PK olektronik
dokumen MA
eiekironk
17 | Manyusun dgn - Boarkas Kansep
membus perkara surat
aurat {oundel A dan 30 pengantar
pangantar Tas hunkiel B) mentt pengiriman
pangliman ki - barcode berkas FK
m“ PK ke -~ ATK ke MA
18 :::a.r::::mp Konsep surat Surat
pengantar anter
pengantar w |/ pangirman midmnn
pengldman PK N berkas PK ke 3?’“ berkas PK
ke MA MA ment | yang sudah
ditanda
tangani
19 glput Sl.mﬂﬂji - syrat Data lelzh
sngantar pangantar terinput di
SIPP dan ‘ ) pengiman SIPP dan
mencalat — berkas PK ey | tarcatat al
dalam reglister - gteggm regieter
20 i -
Mengirim - Berkas Tanda bukti
berkas PK EL". m(bu nd: AR panglriman
bunds! B) 80
- suraf mend
penganiar
- barcoda
- _ATK
21 [ Anip berkas - dokumen Arsip
periama PK di 0 efaktronik tersimpan
simpan di ( ) - akts-skts sebagsi arslp
araip eki¥ -  memorti dan aktif di
kontra . |Kepanheraan
memeori PK b
- safinan BA menit
sidang
pemerkanssn
PK dan BA
pendapat
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

SIGID TRIYONO, S, MH.
NIP. 186504121992121001

Halaman 3 dari3
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SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA *

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 1, St
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajal

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tenlang Peraditan Umum

3. Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1881 fentang Mukum
Acana Pidana

4.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perybahan Kodug atas Undang-Undang Nomor 14
Tehun 1985 tentang Mahkamah Agung Ri

5. Undang-Undang Nomot 5 Tahun 2010 lentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Grasi

6. Persturan Mahkamah Agung R} Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanileraan
dan Kesekrstaratan Paraditan

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor3
Tahun 1998 1entang Penyeleagian Perkara

8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor
028N0MA/SK/I112012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

9. Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Bicokrasi Nomor 35 Tahwun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Kepulusan Direkiur Jonderal Badan Peradilan
Unwm Nomor 77/DJU/SK/HMO2,372/2018 tentang
Pedomsan Slandar Pelayanen Terpadu Satks Pintu Pada
Pengadiian Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peratwan Perundangan-undanaan igin vana terkait

12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PH\/Tipikor

Serang Kelas 1A nomor

W29.U1/52/5K KPN/KP.11.01/4/2019 tentang

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP}

Kepanieraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tiplkor

Serang Kelas 1A

PENGADILAN NEGERI PHI /  Nomor SOP !mg UISOPRCRND |

‘
—— - —— . e i ——y o]

oD (054 70U e e —

- — A —— T — e e ————————— - - - ————————————

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulls kantor {ATK)
1. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Biasa 2. Komputer
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana Grasi

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
tercapal

Halaman 1 dari 2
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~ Polakaana

"Muty Baku

No| Aktivitas Petupss Staf/ Panmud Persyaratan/ g
PTSP | Memit | Pidana | YS'YSP | Paniten | o ngkapen | YVAMU | Outpt

1 | Panermaan -permohonan Parmohonan
Parmohonan { ¥ grasi grasi
Grasl -putusan yang 10 lengkap

dimohenken
-sunit kuasa (ika menk
ada}
-ATK

2 { Pembustan -parmaohanan Konsep Akls
Akta 'Lh Tidak grasi Fermohionan
permohonan E =3 5 ~putusan yang Grasi dan
Grasi dar dimohanken grasi| 10 | terpidana
terpidana -surat kuass (Jika menk

ada)
3 | Koreksi ¢ = Konsep
an Konsep Akta
pnnr:?uﬁan e .< Petm“;f\onm 10 yeﬂnohoarl'::
pa m ::: menit [ 9rasi yang
sudah

4 ::::mang Konsep Akta :%;"

- I mmohona 5 rroho.
permohonan " ::asl yang " ment :.mi e
grasi___ sudh diparst _

§ | Permintaan -Akta permohonan Surat
keterangan gl grasi ketsrangan
tentang -sural parmintaan 30 | taniang
terpidana Y keterangan manit tergidana
mﬂlﬂ I I dari Lapas

€ | Inpaut data <Akts perm i
permohonan grasi ohonan mh
Grasi 4| SIPP -ATK datam SiFP
dan dicatat di -Register 20 | dan dicatat
Ragistar SiPP ment | salam
Grasi register

7 | Menyusun -Berkas peskars Konsep
gan membuat (bun::l A dan surat

urat g
s Cr ren P | e
Pengiriman — berkas grasi
Derkas ke MA o

8 ;cnngnmm Konsap surmt Surat
manandatang Ya mumn 332.??%
ani Surat berkas grasi 10 berkas grast
Pengantar menk %rah
Pengitman s
barkas gres! dkandatangani

9 | Menglrim . surat pengantar Tanda bukb
berkas Grasi E:'l': - ATK 80 | cengiriman

10 | input Surat i
Foga f. T ||
SIPP dan — berkas grasi SIPP dan
mencatat . Register 10, | tercatat
dalam - SIePgP registar
register - ATK ¢

11 | Arsip berkes "

o mg[:?i é .Outuun :“%m
i n di . sebagai arsi
arsip aktif ;:g;ohonm 10 faktif di i
|
na
terpidana dari
Lepas
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

Rl ARDIANSYA, SH, MH.
NIP. 197009051993031007

IN, SH, MH.
171992121001

ID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001

Halaman 2 dari 2
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Emal  : pnserangi2@gmail com Tanggal!hlltlf *22 Jan_qar_l ?019
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SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

——— T a—— — - .- ——

'DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 1 St-Hukem T e
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajal

2. Undang-Undang Nomor 49 Tehun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undaeng-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peraditan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana

4, tUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pervbahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 14
Tahun 1985 tenlang Mahkamah Agung R

5. Pergiuran Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
temang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretarialan Peradilan

0. Surat Edaran Ketua Manhkamah Agung Rl Nomor 3
Tehun
1956 tetang Penyelesaian Perkara

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2018
teniang Larangan PK tehadap Pulusan Praperadilan

8. Suml Keputlusan Mahkamah Agung R Nomor
KMADI2/SKAV/2007 tentang Pemberiakuan Buku i
tenteng Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradian

9. sSwral Keputusan Ketua Mabkamah Agung
Nomor
02/KMASK/II2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

10. Peratran Menteri Pendgyagunaan Aparahir Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 lentang
Padoman Penyusunan standar Oparasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Kaputusan Direktiv Sanderal Badan Peraditan
Umum Nomor 77/04U/SK/HM02.3/212018 tantang
Pedoman Siandar Pelayanan Terpadu Saiu Pinty Pada
Pengadilan Tinggi dan Pangadilan Negeri

12, Pemsturan Perundangan-undangen lsin yang terkait

13. Keputusan Ketua Pengadiian Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kefas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {SOP}

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PH|/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Afat tulis kantor (ATK}
1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 2. Komputer

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 3. Printer
4

. Buku Register Perkara Pidana Praperadilan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP inl tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana Praperadilan
tercapai

Halaman 1 dari 3


http://www.pn-serang.go.id

Pelaksans Mutu Baku
No|( Aktivitas | Petugas| Staf/ | Panmud | Panmud Persyaratan/
PTSP | Mojail | Pidana | Hukum Js PP |[Hakim| Panltera] KPN Parleng} Wakty Cutput
1 |Menerims Tat - Parmehonan Berkas
berkas Preperadilan pemohanan
Permohonan - Suratkuasajika | L, yeng
praperaditan . C.::I ” mea | #ngkap
. berkas
2 [Mensiit - Pamohonan Ceklist telah
kelengkapan " / Praperadifan tanda
permohonan a > . Surat kuaes jika a0 [tangeni
ra patadidan \ ada menit
dan membuat - Cekiist
tanda terima kelengkapan
berkes
3 {input data Jf . Permohonan Data terinput
SIPP dan Praperadilan lam
mancatal [ , _;L- - Surat kuasa jika 10 P dan
alam register ade menk tercatat
. Ceklist alam
kelengkapan registar
berkas
4 [Menunjuk - Berkas Panatapan
Hakim melalui L U ATK 20 [penuniukan
SIPP E - SIPP menk  |Hakim
5 iMenunjuk Barkas Penetapan
Penitera ATK panunjukan
Pengganti SiIPP 20 |Paniters
metaiui SIPP I L - Penatapan mentt |Pengganti
| S MUﬂiUklﬂ
hakim
§ [Mancalal 5 - Berkas Fm tercatat
penunjukan L‘ - ATK dalgm
Hakim dan Ll - Penetagan registar
Panitera penunjukan 106
Penpganti Hakim enil
kedaiam - Panstapen m
rogister panunjukan
Panitora
P anti
? Berkas parkara Penatapan
pra peraditan had sidang
ATK 15
|_Li sIPP mentt
B E-—J - Barkas perkara
[ L.1 Berkas parkara
E pra peradiian
- ATK
Penetapan har
sida
10 [Mslaksanakan 4 - Berkas perkara
Proses | pra petadiian
Parsidangan ATK 7
- Panetapan hari Hari
sidang Ke
- Relsas e
pangghan
L sida L‘r
11 IPengucapan ﬂ - 8erkas perkara PN utusan
putusan ] gA Sidang Menit
12 input putusan Putusen ulusan
kedglam SIFP siep 80 rieput
Menit
SIPP
13 | Menginput IJ - Putugan 30 Amar dan
amar dan . 8IPP Menit a!
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
74 {Menginput Pastimbangan 60 Patimbang
pertimbangan [-j Hukum Menit | an Hukum
hukum dan e- . Putusan dan
doc kedalam - SIPP e-dac
SIPP putusan
Senghep
16 [Menerima - Berkas Perkara anda testma
borkas dan Putusan 18 [Minutesi
minutasi darl - Cekiist menit
Panltera Buku Ekspedisi
Pengganth

Halaman 2 dari 3




" Pelaksanz ~Nutv Baku
0| Aktivitas | Petuges| Staf/ | Panmud | Panmud Ket
PYSP | Mojafl | Pidsna | Hukum | 5 | PP |Hakim eantera KN :,ﬁ:"m""" Waktu | Output
16 finput data di —
SIPP dan [ Berkas Parkars Terinput
mencatat ! dan Pulusan g9 [Jsiam Sl
logiste Menit Asccatat
SPP lan
17 ATK ;
h W+ Berkes Petkars
citve l:; ( ) dan Putusen yerahan
Kepaniteraan ATK rar Mze?ﬂ 7
Regis ]
— SIPP
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

IGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001

| ARDIANSYA, SH, MH.
NIP. 197009051993031007

Hataman 3 dari 3




| PENGADILAN NEGERIPHI/
B, TIPIKOR SERANG KELAS 1A

—— —— ——

Nomor SoP

e it i

TuggPsb 720

W?.9 U1h3 ‘O”F!DI?MG

J\. Raya S}?‘Q{-P’)‘%ﬁg‘m 06 mngnglﬁgmt D 23
Emal  : pnserang12@gmal.com Tanggalmm 2 Janua 2019
1 . ‘” S ———— . —— S — -~ -
g PENYIDIK DAN PU PASAL29 AYAT [ {2) OAN. AYAT (3]
R o e N _
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20089 tentang Ty Sthukem T T T T T
Kekuagan Kehakiman 2. SMU Sederajal
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 [entang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acera Pidana
4. Psraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi 0an Tata Kerja Kepanileraan dan
Kesekretariatan Peraditan
5. Sural Kepulusan Ketua Mahksmah Agung Nomer :
O2KMAJSKAI2012 tentang Standar  Pelayanan
Peraditan
B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasl Nomar 35 Tahun 2012 \eatang
Pedoman Penyusunan standar Operasienal Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJUFSKIHM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Siandsr Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
8. Peraturan Perundanqan-undanqen lain vana terkait
9. Keputusan Xetua Pengadilan Negerl/PHI/Tipikor
Serang Xelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.XPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prasedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PMi/Tipikor
Serang Kelas 1A
KETERKASTAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat tulis kantor (ATK)
1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Blasa 2. Xomputer
2. SOP Proses Penyelesalan Perkara Pidana Singkat 3. Printer
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 4, Buku Register Penahanan
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP inl tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
tercapai

Halaman L dari2
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Pelaksana — Mutu Baku 7
No|  Aktivilas Petuges Staf Panmud | Panitera | KPN/ Persyarsan/ Wakt:| Output
PTSP Pidana WKPN Perlongkapan
1 | Menerima Pemmohanan Tanda
mahonan ( )..__m 10
pe :grnklampiramya maenit Terima
2 | Mensiti Permohonan Pemmohonan
kelengkapan dan lJampiranys lengkap
penmohonan Ya ;{ > Tanda  terima 5
pesmohonan
Ceklist menk
kelengkapan
barkas
i |- .
an lengkap Penetapan
parpanjangan qu— ATK 15
penahsnan menit
4 | Mengoreksi Yal| ./ > Y Konsep “Panetapan
dan memaraf \ penetapan Py yang sudah
konsep diparaf
penetapan ek Panmud
Pidana
5 | Koreksl dan )\ Panetapan yang Penetapan
:::‘:pr Ys ! . sydah  diparaf 5 m;:'udah
an Panmud Pidana oleh
perpaniangan WV ment Panitera
penahinan
€ | Menandatanga Penetapan yang Panetapan
ol ) sudah  diparaf 5 yang sudah
perpanjangan Panmud Pidana | menit | ditands
penshanan dan Panlters tangsn
7 | Mencatat Peanetapan yang Tercalat
kedaiam sudah  ditanda kedalam
Registar é tangan 15 [ Register
perpanjangan menk
penahanan
8 | Pengirman Penetapan 10 | Tanda buki
penatapan Buku Ekspedist Meanit | pengliman
perpanjangan
penahanan
8 | Penyimpanan Berkas Penetapan
arsip permohonan dan 10 permpanjangan
panetspan penstapan Menit penahanan
perpBnjangan perpanjangan tersimpan
penahsnan penahanan dalem arsip
DIPERIKSA DISAHKAN

NIP. 197009051993031 007‘

"SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001

Halaman 2 dari 2




W29 Ui NJSOP!PiDu 2016

PENGADILAN NEGERI PHIJ  Nomor S0P

TIPIKOR SERANG KELAS 1A TapgilPabuata 27Jun_|20.5

kel - 22 Janwan .1010

JI. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 Mﬁ

1eip.. (0264) 7914504
Fgf _ ((025‘]) 7914503 Tﬂﬂﬂgﬂ P!I\ﬂﬁimn ; 3{] JUF!I 2016

Emal  : prserang12@gnailcom : Tanggal Efekt

Website : www.pn-serang.go o mm"m“!b n

SOP PERWINTAAN PERNOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLERPU |
BERDASARKAN PASAL 23

| KUALIFIKASI PELAKSANA :

e

22Januari 2019

DASAR HUKUM :

1.
2,

Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2008 lentang
Kekuasan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2002 tenlang

"1 1. $1-Hukem

2. SMU Sederajat

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tabun 1986 tentang Psradilan Umum

3. Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung R! Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

S Surat Keputusan Ketua Mahkemah Agung Nomor |
026/KMA/SKANI/2012 tentang Starddar  Pelayanan

Peradian

Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negera

dan Refarmasi Birokrasi Nomor 3% Tahun 2012 tentang |

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosagur I

Administrasi Pemerintahan i

7. Surat Kapulusan Direkiur Jendesal Badan Peradilan
Urnum Namor 7 7/DJU/SK/HMO02,3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peratuan Perundangan-undangan lain yang terkan

9. Keputusan Ketua Pengadilan Negerl/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.KPN/KP,11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor {ATK}

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Blasa
SOP Prases Penyelesaian Perkara Pidana Anak

2. Komputer
3. Printer

4. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2
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Po_lomm

Mutu Baku

- Kat.
No| (A P;:‘:;' Staf ’;‘;““‘.’: Panitera ‘K’m“m{: ::ﬁm:;‘:' Waktu Output
1 | Menerima ] Pemchonan Tenda Terima
permohonan C ) Tidsk :.r';( Ismpirannys m:g. "
2 | Mensiit Pemochonan Permohonen
— > man, |
TN pesmohaonan m:"*
Cekhist
kelengkapan
berkas
3 g;nl:.uat r’_\ Pemohonan Kansep
elapan iengkap 15 | Penetapan
mﬂfmgan + —m'"’ ATK mank
anan
4 | Mengoreksr Ronsep Penetapan yang
dan memarsi Ya T\L/k penetapan 5 | sudah diparat
konsep menit | Panmud Pidana
penetapan
5 | Koreksi dan Panatapen yang Penelapan yang
Paraf va sudah  diparat P sudah diparaf
Penetapan N Panmud Pidana menit Panitera
perpanjangan
penahanan
6 | Menandaianga Penatapan yang Penetapan yang
ni siish  diparaf § sudah ditands
perpanjangan Pammud Pilans | menit | tangani
penahanan dan Panitera
7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat kedstam
:;alm 'L. sudah‘ ditands Register
r l tangan 18
j meanit
penahanan
] pePengimprﬁnm J Penetapan Tanda bukti
an Buky Ekspedis! ikman
parpanjangan C] i -
penahsnan Manit
@ [ Penyimpanan Beorkas Arsip
ansip d pemohonan dan | . | perpanjangan
penetapan peaetapan Menit penghanan
pefpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan
DIPERIKSA DISAHKAN
-
SUKR N, SH M ON H

NIP. 197009051993031 007‘

NIP. W6302171992121001

NIP. 186504121992121 OO‘i
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Tel- (0254) 7914504
Fax - (0254) 7014503

' PENGADILAN NEGERIPH/ [Nonorsop _
. TIPIKOR SERANG KELAS 1A |
J. Raya Serang - Pandeglang KM. 06

Emal  : pnserang12@gmail.com
Website : wwv.pn-serang.0o.id

Tanggal mgcsal!an

Tangcal Etektif

Rl

DASAR HUKUM :

KUALI?IKASI PEI.AKSANA

e =

' ’Wio'm {330PPI2015

! 2?Jum201t

] 22 et 2319

122  Janua 0o

B KETUA P sswa

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 teatang
Kekuasan Kehakiman
Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2009 tentang

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1988 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tghun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nemor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tala Kerja Kepaniteraan &
Keselkrelaratan Peradilan

Surst Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA3IZZ/SKAVZ00T tentang Pemberiakusn Buku
tentang Pedoman Pelaksanaan Tuges dan Administrasi
Peradiian

Peraturan Menteri Pendgyagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang
Pedoman Penyusunan standar Opsrasional Prosedur
Adminisirasi Pemeriniahan

Sural Keputusan Direkiur Jenderal Badan Paradilan
Umum Nomor 77/DJWSKMHMO2.3/2/2018  lentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinlu Pada
Pengadian Tinggi dan Pangadilan Nageri

Peraluran Perundangan-undangan isin yang terkail
Keputusan Ketua Pengaditan Negerl/PHI/Tipikor

Serang Kelas 1A nomor
W29.01/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {SOP)
Kepan'teraan pada Pengadilan Negerl/PH!/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer
Printer

1
2.
3,
4, SIpP

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

Halaman 1 dari 2
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Pelaksanaan Mutu Baku
Staf kepa- { Panitera
e Alivitae Petuges | TOAN | Muda Mjells .
r Pidana / | Pidana/ | Pantters | Mexim/ | POrsYSrsten’ |y, | ouspar
Tipikor/ | Tipikor! Hakim ngkspn
Pettkanan | Perikanan
1 Menavima surst Peamohonen - Pemnchonan Permobonan
izin basuk dari Pemohon ‘ ; tzin besuk 5 izin besuk
menit lengkap
2 | Membuat 2ln beauk -~ ATK Konsep surat
4 - Dats SIPP Lzin besuk
E ld_m - (Pemaonorm |
besuk roenit
3 } Mengoreiai dan membarikan Konsep surat Surs? izin
paraf Ya / Izin besuk 10 besuk yang
\ Mank | sudah diparat
4 Ej:ﬂiwﬂhwmn Penatapan - Permohonan Penetapen
besuk —— | ATK [zin besuk
LJI_ ' « Sunatizin 5 yang sudah dl
mudah \‘f';lﬁ . ment | tandatangani
3 ’ra
5 | Menyerahkan Penetapan izin -~ Penetspan Tande ladme
besuk kepada Pemohon (—\4 Izin basuk penysrahan
i yang sudsh dé L] surst izln
tandatangani | mend | basuk kepads
- Buku pemohon
Ekspediai
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

RI ARDIANSYA, SH, MH.
NIP. 197009051993031007

SUK

IN, SH, MH.
NIP./196308171992121001

SIGID TRIYONO, SH, MH,
NIP. 196504121992121001

Halaman 2 darl 2




e — ——

PENGADILAN NEGERIPHI/ | Nomor S0P

e nmin A - -

V29 U116,50P 2 D216

e e e e — . —

TIPIKOR SERANG KELAS 1A .M:_@@;gmgr_ ey
J.Raya Seeang - Pandegng K806 ranggafentsi 22 awar 2019
Teln- (0254) 7914504 hhalSodi SR
Far:(0264) 7004509 TanggalPengesaban )umi20t6
Enl - prserang12@gnil com  TanggalElektt 22 e 2019
Wﬁmwpn-semggm |yt oo s s éUA.é{SEiNEG_"

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 20 AYAT (1) _

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA 3

1.
2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Kekuasan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang

1. 81-Hukum -
2. SMU Sedeajat

Pervbahan Kedua atas Undsng-tUndang Nomor 2
Tahun 1986 tenlang Peraditan Umum

3. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Persiuran Mahkamah Agung Rt Nomor 7 tahun 2015
lentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesskrelarialan Peraditan

5. Sual Keputusan Kelua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SKM/2012 tentang Standar  Pelayanan

Peradiian
8. Penaturan Manlen Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedomen Penyusunan standar Operasional Prasedur
Administrasi Pemerintaban ‘
7. Sural Keputusan Direkivr Jenceral Badan Peradilan i
Umum Nomor 77/DJU/SK/MHM02.372/2018 tentang

Pedoman Standar Pelaysnan Tempadu Saiv Pintu Pada
Pengaditan Tinggi dan Pengadilan Neged
8. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.1/52/5K KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHi/Tipikor
Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat tulis kantor {ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Penzhanan
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak difaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
tercapai

Hal

aman 1 dari 2



http://www.pn-serang.go.id

Pelaksana Muty Bakuy
Aktvitas PP [ Panmud Paniters Hakim KPN/ Persyaratan/ Waktu Qutput
Pidana WKEN Psrisngkapan
Membuat Berkas perkars Konwep
permohonan Tidak Penetapan permohonan
perpanjangan ‘ _}* penshangn pefpanfangan
penahanan ke Majetis Hakim dari Kelua
PT mefalui KPN Penelepan b1 Majsts
perpanjangen mani
penshanan oleh
KPN
Buku Exspedisi
ATK
Mengoreksi Konsop Permchonan
konaep Ya oy \ permchonan pefpanjangan
permohonan NS perpanjangan 10 dari Ketua
perpanjangan bersesta  berkas | men? | Majels
dan memberi perkara
|_pamd
Menandatangani surat surat
surat parmohonan permohonan
psrmohonan I'Jl ] perpanjsngan 10 | Pewaniangan
perpanjangsn penahansn yang ¢ penahanan
penahanan ke sudah diparaf yang sudsh
PT. ditandatangani
Membuat surat 3 Pamohonan Konsep sural
pengantar E j pefpanjangan 10 pemphoasn
g?rmohonan ke berkas perkara Menik { ke PT.
Penandatangan Konsep surat Konsap surat
an surat pefmnohonan pemmohanan
pengantar ke PT perpanjangan 10 perpanjangan
penshanan Menit | penahanan
yang sudah
" diparaf
Pengriman Permohonan Tands bukti
surmt perpanjangan penglriman
permohonan . peniahanan
psrpanjangan Eb Buku Ekspedisl 10
penahanan ke Menit
Pengadilan
Tinggi
Penyimpanan Sueat Ansip surat
arsip surat permohonan pennchonan
permohanan é parpanjangan 10 permanangan
perpanjangan penahanan Menit | penshanan
;oinahanon ke pertinggal tersimpan

Rl ARDIANSYA, SH, MH.

NIP. 197009051993031007

NIP.

196309

IN

71992121001

IGID TRIYONO, SH, MH.

NIP. 196504121992121001

Halaman 2 dari 2
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' PENGADILAN NEGERIPHI/
TIPIKOR SERANG KELAS 1A

J. Raya Seranq - Pandeglang K. 06
TeiD.. (0254) 7914504
Fax . (0254) 7914503
Emal : pnserangi2@gmal.com
Websie :wm.pn-serang.go,id

" Nomor $OP /
Jmmwm 274016

wzg m ﬁiscpmzma

e e -

W w o wmw o reeem——o—

Tghes  2meing
Tanggal Pengesahan  50.Juni 2016

e e e o e s mam e o e ——
B S—SYLE L, A’ A N e e e

TanggalBfektt 22 Januari 2019

st s s st 4 5 S ¢ e 20 S ot i 8, —u—_—.—.——.——.—-—

RisahkanQish ; KF.TUA PN, SERANG

s e -

o v i i i ool

S0P PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UNUM

— - e g

B -

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELM(SANA
1. UU No.8 Tahun 1887 \entnng Hukum Acara Pidana {1, S2-Hukum - .
Perms No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata | 2. St-Hukum

2
Kerja Kepaniteraan & Kesckretartatan Peradilan

3. Buku it MARI tenlang Pedomen Pslaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadian

4. Peraluran Menieri Pendayagunasn Aparstur Negera
gan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Surat Kepulusan Direktur Jenderst Badan Peradilan
Umum Nomor  77/DJU/SK/HMO2.3/22018  lentang
Padoman Stendar Petaysnan Terpadu Satu Pintu Pada
Panigadifan Tinggi dan Pengadiian Negari

6. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W25.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur [SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PH)/Tipikor
Serang Kelas 1A

3. SMU Sederajel

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN;
1. SOP Penyelesalan Perkara Pidana 1. Alat tulis kantor (ATK)
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Baglan Umum dan 2. Komputer
Keuangan 3. Printer
4, SIPP
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak difaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

1. Foto copy XTP Pemohon
2. Formulir ljln Bantar

—— - — . ——

Halaman § dari 2
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Polaksansmn Mutu Baku
Ahtivitas Potugas | Paniters Panmud | Panltera Perayarstan | Waktu
PYSP Panggantl 1 Pidana Hakin Poflengkapan Ouput
Menacima sueat Permohonan Pemmohonan permohonan
Pensngguhan Penahanan dari Penangguhen penangguhan
Pemohon - Panahanan 5 penshanan
Surat Kussa pka
sds ment
Maeneiiti kelengkapan parmohonan - Permohonan pemohonan
penangguhan penahansn Ya ,'_/ > penangguhan 10 pensngguhan
N penshanan meni | POShenan
+ Berkas perkarm lengkap
Memarikss dan berkas perkara
memperntimbangkan permohonan _—' r Surat permohonan 0 ;ﬁum
penangpuhan penahanan _r_ - ketengkopan Menit { penolskan
persyarstan
Membuat konsep penetapan = - ATK Konsep
penangguhan penahanan i berkas perkars penetapan
B surat permchonsn 19 panangguhan
:;“:m’“‘"‘ mentt
Menandatangani Konsep penatapan
paaangguhan penshanan -+ ponaiapan panangguhan
l_ _l penangguhan 5 penshanan
penahanan a
Membacakan penetapan penetapan
psnangguhan penahanan '_' penangguban m
% | penshanan 30 penangguhan
menlt | penahanan
Menerima uang jaminan amin BA
penangguhan penahanan {jika i — pl’;?tloon " penesimaan
ada) | an 10 1 ang jaminan
penahanan menit penangguhan
penshanan
Penyimpanan araip penetapan | - Borkas Arsip
penangguhan penshanan ( > peimohonan  den penangguhan
penstapan M:?it penahanan
penangguhan tersimpan
peashanan

NIP. 197009051993031 007

DIPERIKSA

| SULYMIN, SH, MH

196308171992121 001.

GID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI PHII
TIPIKOR SERANG KELAS 1A

J| Raya Serang - Pandegiang KM. 06
Teip- (0254) 7914504
Fax : (0264) 7914503
Emal . pnserangi12@gmal.com
‘Nebsite : wiw.pn-serang.go.d

. uma:sopp Duma

e

Nomor SOP

—— ey (_.-

TAMGM!W | 20 uni 2019

MM‘ 22 Janﬁierﬁbﬂ ===

Tanggal?engesahan 30Jun| 201(‘;

—— — —— e o+ _. ———— - -

TanggalElektif | 22 Januan 2018

— -

Disabian0hh | XETUAPN. SERAVG _

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN LJINPERSETUJUAN
' PENGGELEDAHAN

et

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Namor 49 Tahun 2009 tentang
Peradian Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenfang Mukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kevja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradian

5. Surat Kapulusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SIAIR20M2 tantang Standar  Pelayanan
Peradilan

8. Sural Kepulusen Mahkamah Agung RI Nomor
KMAO3ZEK/IVI2007 tentang Pemberiakuan Buku I
tenlang Pedoman Pelsksanasn Tugas dan Adminisirasi
Peradilan

7. Peralucan Menteri Pendayagimaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Opsrasiona! Prosedur
Administras; Pemerintahan

8. Sural Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan
Umtim Nomor 77/DJUISK/MM02.3/2/2018 tentang
Pedaman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadiian Tinggi dan Pengadilan Negert

8, Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkeit

10. Xeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIpikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1,/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Uperasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PRI/Tipikor
Serang Kelas 1A

1. StHukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Blasa 1. Alat tulis kantor {ATK)

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak 2. Komputer

3. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Tipikor 3. Printer

4. S0P Penyelesaian Perkara Pidana Perikanan 4. Register ijin/persetujuan Penggeledahan

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

s —— - ——

Ralaman 1 dari 2
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_Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Potugas A
Pidana { KPN ¢
e st | poieey | Pamme | SEEL le wate | oupw | %
i Parikanan
Panerimasn “Femmohonan Tands
Permohonan C\—-. Tigak
ik - <) dan lampliannys rn:ni terima an
ml_llll
Manefiti -
kelongiapsn vo |  / Aol i,,",,gk“"",,'“""
permohanan N, -Tarda tarima 10
permohonan ment
berkas
.m'“' “"b“m‘ o . -Pammohonsn Konzep
penggeledahan L_‘_ — .Amm g5 | Penetspan
menit
Mengoreks) Konsep
danm:maul Ya :< >,_ Tidak penelspan 10 yangw::ll'
penstapan menkt P.:mdm"m
Koreksi dan o ————
Parel N o Gt sl
e % i | ey | St
Penggeledehan Nsca Panitera
2 T, (e
iin/persetujuan } s | Yang ouda
Penggeledahan ] {Madagon | et | e
Mencaiat Panitera
kedalam E'H_ -mw ::::I:I’II
ifnipersetujuen tangan m& Reghter
Panggetedahen
Penglriman -Penelapan Tanda buks
peneiapan '+
lipersetujuen - e sl A L
PonynpRen Berkas »
i 5 nin/
ansip
penetapan Cb m 1 mukdumm.
fivpargatujuan w,"mm""m Meni | Snagsiods
P Penggeledahan
DISIAPKAN DIPERIKSA

RI ARDIANSYA, SH, MH.

NIP. 197009051993031007

/

a N, SH .
NIP. 796308171992121001

GID TRIYONO, SH, MH.

NIP. 196504121992121001

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI PHTI%&E S0P | WaslUt/9IS0PPIDROS
TIPKOR SERANG KELAS 'Tanggal Pembuatsn | 27 Juni 2018
1A -fii;&ii’ﬁ&n}i' ' 192 Januari 2019
e | TanggalPorgeahan |50 2016
Fax: (02:4) ‘;914503 Janggat Efektif 12 danuan 2019
Pl gacsy L N,
prserang12@gmailcom | Disahken Oleh  KETUAPN, SERANG
Website : www.pn-serang.go.d | l Za -

| SOP PROSES PENYELESAIAN PERMQHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASH PELAKSANA

Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua ataz Undang-Undang Nomor 2
‘Tahun 1986 tentang Peraditan Umum
Undang-undang Nomor 1% Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidans Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi den Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerjs Kepanileraan dan
Kesekrelanstan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negera

Pedoman Penyusunan standar Oparasional Prosedur
Adminisirasi Pemeriniafhan

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkail
Keputusan Ketua Pengaditan Negerl/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasionat Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadiian Negeri/PHI/Tipikor
Sarang Kelas 1A

dan Reformasi Birokrasi Nomoer 35 Tahun 2012 tentang

1. S1-Hukum
2. SMU Sedersjat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat tulis kantor {ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Diversi

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak tercapai
2. lika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib

administras. tidak akan tercapai

Berkas parmohonan Diversi

Hataman 1 dari 2
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Patakssna Mutu Saku Ket

No Aktivites P:t;;g:c Stat m P KPN Pouynnhﬂn Wakt Output

1 | Penerimaan = Pemmaohonen Tanda
Pemohanan ( L L Penetapsn Terima dan
Penetapan nt Dwvers| rnznll Permohonan
Diversi - n Pen.diversi

Diversi o

2 | Mengoreksi - Permohonan Berkas
""Wm Ya L__< Pmsh:pan 45 | permanonan
diversi - kesepskatan | ™™ | langkap

Diversi

3 | Pambuatan - ATK Koneep
Penetapsn - Berkas 20 | Penelapan
Divers: permohonan meani

Diversi

4 | Korekal dan . - | o -~ Konsep Nonsep
paraf TN penetapan penetapan
Penetapan - Berkas 30 | yang sudah
Oiversi permohonan | Menk | diparst

Panmud
™ Pidana

‘ para o AL > [ pK::;:)an Peneiapan
Penetspan r\ yang sudah yang sudsh
Divevsi diparal 30 Giparal

Panmut menkt | Panitera
Pidana

- Borkas

__psrmohonan_

5 | Penandatangan " Konsep “Penetapan
an per:dlpnn Penetspan Dhversi
Divers ? yang sudah

dpba.nml'“w 10
Pidana dan mank
Panltera
- Berkas
parmohonan
SIPP den E'] Diversi dalam SIPP
pencatatan - Berkas 30 dan tercatat
kedatam permohonan menkt | dalam
Regisier Diversi - SIPP Tagintac
- _Register

7 | Pengiiman - Penetapan Tanda bukdl
Diversi kepada g I ) Ekspedia) 10 pengiriman
Pamohon Menit

8 | Penyimpanan L - Berkas Autp_-_DNuu
e () Sl BN b
penetapan dan ]

Diverst Menit
Diversi

NIP. 197009051993031 007‘

DIPERIKSA

H.
NIP/ 196308/171992121001

DISAHKAN

I TRIYONO, S
NIP. 196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI /| Nomor SOP W23 U1 20ISOPPIDR018

TIPIKOR SERANG KELAS |Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2016
1A Tanggal Revisi 22 Januan 2019

| JI. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 | == - —-———|= - am——
3 Te:p?g(ozsa) 7;%& TenggalPengeschan | 04208
Fax : (0254) 7914503 Tanggal Efektif 22 Janyari 2019
Emait e S T

pnserang12@gmail.com lDlsahkan Oleh KETUA PN. SERANG
Website : www.pn-serang.go.id

SOP PERMOHONAN 1JIN PEMBANTARAN P|DANA UMUP;!

——— — - - - e ———————

| DASAR HUKUMI h(UALiFlKASI PELAKSANA !
| e e e e s
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2003 tentang 1. 52-Hukam IEIEEEL S
Kekuagaan Kehakiman 2. S1.-Hukum

2. Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2008 tentang 3. SMU Sederafat
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tenlang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung R] Nomor 7 Tahun 2015
lentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor § Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stusling).

6. Surat Keputusar, Keka Mahkameh Agung Nomor :
026/KMA/SKAI2012 tentang StandarPelayanan
Peradiian

7. Surst Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAX32/SK/VI2007 tentang Pemberakuan Buku 1l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradian

8. Paraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Opsrasionat Prosedur
Administrasi Pemernintghan

9. Suwat Keputusan Ditektur Jenderat Badan Peraditan
Urum Nomor 77/DJUISK/HM02.2/2/2018 tenlang
Pedoman Standar Pslayanan Terpadu Salu Pintu Pads
Pengadilan Tinggi dan Pangadiian Negeri

10, Peraturen Perundangan-undanfan Iain vana terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serzng Keias 1A nomor
W29.U1/52/9K.{PN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyelesalan Perkara Pidana, Tipikor, 1. Alat tulis kantor {ATK)
Perikanan 2. Komputer
2. SOP Pengefolaan Surat 5ub Bagian Umum dan 3. Printer
Keuangan 4. SIPp
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP inl tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berjslan dengan baik Register Penahanan

Halaman 1 dari 2


mailto:pnserang12@gmail.com
http://www.pn-serang.go.id

Pelaksanaan Muki Baku
Prdangs | Poniters Persyarstan /
No Aktivitas Patugas Panitsra tdanas / Yy Output
PTSP Ponggentl | Tiplkor{ MANY Pertongkapan Waite
Pertkanan
] Menerima surat -Surst Tande (erims
pemberitahuan rawat inap C\- Tidak pembaerttahuan surat
terdsiowa df umah sakit i | dari Rutan pemberfehusn
-Surat 10 (den swat
ketsrangsn menit |kstsrangan
rumah sakit rumah sakit
2 Meneiti kelengkapan -Surat Surat
pembantaran Ya < > pemberiighuan pemberitahuan
dari Ruten lengkap
-Surat 10
e | o
3 Memerksa dan -berkes parkara Menyatujul
an ~Surat permbantasan
pembararan dari rotan v 30
I “Surat Mart
Keterangan
rumah sakit
X :‘:mhanta an - ?rk:s " penetapan
r # ural
R} pamberiiahiuan pembantaran
dar rutan 30
-Surst meni
Keterangan
ruman sakit
ATK
B Mmb:mnngmi penstapan R Konsep 0 pendapn;n
pem g ponotapl:'m pembantaran
[ Menyerahkan penetapan ] -panatapen Tanda buke
pambantaran pembantaran 5 penyetahan
( ) <Buku Ekspedisl | mantt
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN
—10

NIP. 197009051993031007

1D TRIYONO, SH._MH.

NIP. 196504121992121001
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| PENGADILAN NEGER! PHI/

1 TIPIKOR SERANG KELAS
1A

iJI Reya Serang ~ Pandeglang KM. 06

i Telp.. {0254) 7914504

| Fax: (0254) 7914503

| Email

| pnserang 12@gmail.com

B

Website : www.pn-serang.go.ii |

Nomor SOP | W29.U121/SOPPIDR2016
'Ianggat_Pir@!}at_an Jl 27 Jum 2016 o
Tanggal Revisi 2 Januan 2018
Tanggal‘P;l-geuhan ' 30 Juni 2016 N
Tongou Bl 2 Jruan 2019
Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

- ——

; SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA UMUM

DASAR HUKUM .

Kekuasaan Kshakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tenfang
Peradian Umum Undang-Undang Nomor B Tahun 1981
tenleng Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan &
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputssan Mahkamah Agung RI Nemor
KMAN32/SK/IVIZ007 tentang Pemberiakuan Buku [t
tenlang Pedoman Pelaksanaan Tuges dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendeyagunaan Aparatur Negsra
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunen stander Operesional Prosedur
Adminisirasi Pemerintahan

Suret Keputusan Direkitwr Jenderal 8adan Femdilan
Umum Nomor 77/DJU/SKMMO2.372/2018 tenlang
Padoman Standar Pelayanan Tempadu Salu Pinty Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilen Nageri

| Paratura: Perundangan-indangen laln yang tarkait

2

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S2.Hukom
2, S1-Hukum
3. SMU Sedsrsjal

Keputusan Ketua Pengadllan Negerl/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2015 tentang
Pensatapan Standar Operastonal Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana, Tipikor,
Perikanan

2. SOP Penyelesaian Perkara Pldana, Tipikor,
Perikanan

3. SOP Pengelolaan Surat Sub 8aglan Umum dan
Keuangan

1. Alat tulis kantor {ATK)
2. Komputer

3, Printer

4, SIPP

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP inl tidak dhaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berfalan dengan baik

1. Berkas Perkara
2. Buku Registe Banding
3. Peralatan Komputer

Halaman 2 dari 2
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Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Panitara
No Aktivitas Petugas RS S Persyaratan / Ket
Pldana | Pidana/ | Panitera Waktu Output
PTSP Tiplkor ¢ Tipikor ! Perlengkapan
Perikanan | Perikanan
1 Menerima dan memerkes Tidak - Buku Diterimannys
pasrmohonsn pencabistan ( o Regiater permohonan
banding - Berkas pencabutan
Perkare banding daei
- Komputer 3 Vit pemohon
- Sust
permohonan
-_ATK
2 Mernelili persyaratsn - Pemnohonan Persyscatan
penmohonan pancabuten Ya /7 - Surat kuass 30 perrnohonan
banding j«a ada Mentt pencabutan
\ - SIPP banding lengkap
3 | Membuat konsep aids - Akia Banding Konsep Alds
banding ) pencabutan pemyataan
a X y
—mﬂ banding 40 Meonit banding
tengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf skia - Alde Banding Konsep Akls
bpemawbman pamyatasn / - Komsep Akts pencabiian
an pencabulan
AL > pernyazan | SMEN o Sing sudah
\ banding diparat
- ATK
5 penandatanganen akis Konssp Akia Akia pencabutan
pencebutan pemysiaan lj pencabulan _ | pomyatasn
banding yang telah i pemyataan 5 Menit | banding yang
dilsnda langani pemohon banding sudah sudsh
diparaf ditandatangen|
6 | Menyerahian akta - Buku ekapedis
pemystaan pencabitan I__L - Alda pencaixdan Tanda buldl
banding dan ] pemyatagn penginman
mencalat pada register banding yang 5 Menit
induk pidana dan register sudsh
pemmohonan banding ditandalangani
-ATK
7 | Mengirim akia s -Buhu ekspedisi Tenda bukti Jka
pemyakaan pancabuten -‘I -Akia pencabutan pengiriman berkas
permohonan banding ke pemyatsan perkara
Pengadilan Tinggi banding yang belum
sudah dikiim
ditandatangand 120 ka PT.
-ATK Meni akle
ponca
butan
banding|
lidek
periu
dikirim.
8 | Menginpid pancabutan - Akta pencabulan Data tarinput
pemyatasn banding pesnyataan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan banding 10 Men dan tarcatet
mencatat dalam Register b SIPP kedalam regisier
Reglstar
L ATK
9 Mengarsipkan akta Alda pencabutan 10 Arsip tersimpan
pemystean pencabutan pemyatasn Menit
permohonean banding ( )} banding
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN
| ARDIANSYA, SH, MH. SUKRI SULUMIN, SH, MH. 1T SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 197008051993031007 NIF, 1963081 71992121001 NIP_ 1968504121992121001
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| PENGADILAN NEGER! PHI/

Nomor SOP

TIPIKOR SERANG KELAS

1A
J1. Raya Serang ~ Pandeglang KM. 06
Telp.: (0264) 7914504

Tanggai Pemhuatan
Tanggal Revm

Fax: (0254) 7914503

Tanggal Efektit

Email
pnserang2@gmail.com
Website : www.pn-serang.go.id

Disahkan Oleh

SOP PENCABUTAN

DASAR HUKUM :

1.

2

10.

1".

12._Poraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Kekyasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tehun 2009 tentang
Penubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Paradian Umum

Undang-Undang Nomeor 8 Tehun 1981 tenlang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tenlang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor  Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 14 Tahun 2010 (entang dokumen
elektrontk sebagai kelengkapan permohonan kasasl/PK.
Peraturan Mahkamah Agung Rt Nomor 7 lahun 2015
tentang Organisasi dan Tala Kefja Kepsnitargan dan
Kesakretariatan Peracilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Ri Nomor
KMADI2/SK/IV2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksansan Tugas dan Administrasl
Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 lenfang Panyalassian Perkara

Sural Kedokumen elekbrorik Ketus Mahkamah
Agung Nomor : 028/KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaltur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemeninizhan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Urmum Nomor 77/DJUISK/HMO2.372/2018 tentang
Padoman Slandar Pelayanan Terpady Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Serang Kelas 1A nomor
W29,U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KUALIFIKASI PELAKSANA
7. S2.Hokom
2. S$1-Hukum

3. SMU Sedersjat

IKETUA PN. SERANG

PERMOHONAN KASAS! PIDANA UMUH

| W20 U1722/S0PPIDR2016
27 Jum 2016
» Januan 2019

30 Juni 2016

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasl Perkara
Pidana, Tipikor, Perikanan

2, SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat tulis kantor {ATK)
Komputer

Printer

SiPP

pPwwe

PERINGATAN/CATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Nka SOP Inl tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer

“"Halaman t dari ¥
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ERI ARDIANSYA, SH, MH.
NIP. 197009051993031007

UKH

SH., MH.
NIP./196308171992121001

Pelaksanasn Mutu Bake
- . sut | P
kepaniterasn Persyaratan /
vidana / Tipikor 4 %‘m; Panlters | portengkapan | VO Output
Menarima Oitsrmannya
na| dan mameriaa - Buku Register W
pemohonan pencabutan D'_—‘_ - Baerkas Perkara pemohonan
kasasi - ATK (] pencabutan keeasi
- Komputer Menit | dari pemobon
- Surat
_ permohonan
Menafiti parsyaratan - Parmohonan Parsyarstan
pefmohonan pancabutan va - Surat kussa jka 20 pemohonsn
kasasi ;dll:P Menit | pencabutan kasssi
Mambust konsep akia ] ~ Aia Kasasi Konsep Akis
pencabutan pemystasn - permohonan 10 pencabutan
kasast K pencabutan kasast | .., | pemystaan kasasi
m g
Kareksi dan parsf akta - Akia Kzsas! Kongep Akta
pencabutan pamyataan ¥ - ATX s pencabutsn
kasasl ~ Koneep Akls Menk | POyalasn kasani
pencabutan sudah diparsf
kasasi
penandatangenan akta Konsep Akta Alkta pancabutan
pencabutan permystasn pencebutan 5 pemyatasn kasasi
kasasi bersama pemohon g parnyatagn kasasi Menk | yanp sudah
sudah d d
Menyershkan skts =~ Buku sispadigi Tenda bukt
pomysiaan pencabutan - Akts penyerahan
parmohonan kesesi ke permnyatasn kesssi s
pemohan yang sudsh Menit
Amuanunnl
Menginm akta pemyataan : Buku ekupadis) Tanda bukti
pencabutan parmohonan | I‘ - Akta pancabutan pengiiman
kasasi ke Mahkemah Agung pemyatasn kasasl 120
yang sudah Monit
- ATK
Menginput pencabutan | - Akta pencabuian Daia terinput kedelam
SIPP don Mancatst datem L__r | SPP ‘ Kasattm rogiotr
L
Reglster - Rogister “1?.“
- ATK
Mengarsipkan akia Akta pencebutan 10 Anlp tersimpan
pamyatasn pencabutan pemyatasn kasasi Menit
permohonan kasesi
DIPERIKSA DISAHKAN

}~S1GID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI/[NomorSOP W29.U123/S0PPIDR016 |

TIPIKOR SERANG KELAS Tanggal I_'-‘embuataq 27 Juni 2018

1A TanggalRevisi 22 Januari 2019

- RoyaSerng - Eandan O 0 Pongsaban 20 2016 _

Fax:(0254) 7914503 (Tanggal EfeNtif 22Januan 019

Emafl e R 11

pnserang12@gmail.com | Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG
Websibe :wwwpnseranggodd |

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang T So-Hukum
Kekuasaan Kshakiman 2. St-Hukum

2. Undang-Undang Nomor 49 Tshun 2009 tenfang | 3. SMU Sedersjat
Peradilan Umnum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

4

5

— — ——— —— -

Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomavo 7 Tahun 2045
tentang Organisasi dan Tata Kesja Kepanitersan &
Kesekralanialan Peradilan

8. Surst Keputugan Mahkamah Agung RI Nomor
KMAXI32/SKAV2007 tentang Pemberlakuan Buku H
tertang Pedoman Peieksanaan Tugas dan Administrasi
Peragian

7. Peratutan Menieri Pendayagunaan Aparatur Noegera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 temtang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemarintahan

8. Surat Edarsn Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubshan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 2010 (entang dokumen
slaklronik  sebagai  kelengkapan  pemohonan
Paninjsusn Kembali/PK.

9. Suat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peraditan
Umum  Nomor  77/DJUSKAHMOR. 37212018  tenlang
Padoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinlu Pads
Pengadilan Tinggi dai Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

11, Keputusan Ketua Pengadilan Negerl/PHI/Tiptkor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PH)/Tipikor

Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penerimaan Perkara Pidana, Tipikor, 1, Alat tulis kantor {ATK)
Perikanan 2. Komputer
2. SOP Pengelalaan Surat Sub Bagian Umum dan 3. Printer
Keuangan 4. Buku Register Perkara
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ind tidak dllaksanakan maka asas Peradilan tidak 1. Berkas Perkara
akan berjalan dengan baik 2. Buku Registe PK

3. Peralatan Komputer

Py ———

Hataman 1 dari 2
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Pelakssnasn

Wutu Baku

Petuges Staf | Panhera | Paniters Persyarastan/ | Wakiu ~ Output
Aktivitas PTSP kepanitorsar] Muda Periengkapan
Pidsne / Pldana {
Tipikor! | Tipikor?
Perikanan | Pariksnan - -
Manssima dan memerkea | - Buku Register Odsrimannys
permohonan pancabutan D - Bevkas Parkare penmchonan
Peninjauan Kemball - Komputer § pencabutan
- Surat Ment | Peninjsuan Kembafi
permohonan dari pemohon
. - _ATK
Menelfli persyaratan - Pearmohanan Persyaratan
pemohonan pencabutan ™ - Surst kuasa jika 30 pammohonan
Peninjsuan Kembali ada Menit pencabutan
- SIPP Penmjsuan Kembali
! lonjkap
Mambuat konsep akts | - Akta Peninjauan Konsep Akta
pancabuten Peninjauan Kembali pencabutan
Kembal - permohonan 10 Peninjavan Kembali
pencabutan Men#t
F_Fh. Perninjaugn
Kembali langkap
- ATK
Koroks| dan paraf akta « Akta Paninjauan Konsep Akta
pencsbulan Peninjauan Yo Kambati pencabutan
Kembali 4 \ - Konszep Axls 5 Peninjevan Kembaii
pencabutan Menk | dudab diparal
Paninjauan
Kemball
- ATK
panandatsngensn akta Konsep Akts Akta psncabutan
pencabutan Peninjauan = f i pancabutan Peninjauvan Kemball
Kemball bersama gL Penijauan M:w yang sudsh
pemohon Kembali sudah ditandatangani
diparat
Menyerahkan skia - Buku skspedis!
pencabutan permohonen - Akta pencabutan
P auan Kembali ke
pemobon Kotk yino 5 | Tands bukt
sudah Menit | penyerahan
ditandatangan|
Menglrim akt e T,

g a - Buku ekspedini Tanda bukll
pencabutsn permohonan [ I—l * - Akia pancabutan pengiriman
Peninjauan Kemball ke Peninjauan
MA Kembali yang 120

sudsh Menit
ditandatangsn)
- ATK
Menginpt pemyatsan - Akta pencabutan Data terinput kedalam
Peninjsusn Kembali b Panitjauan SHPP dan {ercatat
kedalam SIPP dan Kembali 10 kedalam register
mencatst dalam Register I - SWPP Menit
- Ragister
Me ipkan akta e tersimpa

ngars; Akin pancabutan Ars n
pencabutan an ,u_) Peninjauan 10 g
Peninjauan Kemball L S Kembah Menit

DISIAPKAN DIPERIKSA

ERI ARDIANSYA, SH, MH.
NIP. 197009051993031007

IGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001
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| PENGADILAN NEGERI PHI /|Nomor SOP W23 UIR4ISOPPIDR016

TIPIKOR SERANG KELAS | Tanggal Pembuatan | 27 un 'zms '

1A TanggaRevisi | 2 denien 2018
JI. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 |- N 22 Januari 20 N
Telp.: (0254) 7914504 Tanggal Penoesm 30 Juni 2016

Fax: (0254) 7|914503 Tanggal Efekit . 22 Januari 2019
mal Ol B DL U e b
pnserang12@gmailcom | Digahkan Oleh KETUA PN. SERANG

Website : www.pn-serang.go.id . .

i | SOP IN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PEN“HK

......._...___,--4_- ——— e —— — - -

| DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA :
"3, Undang-undang Nomor 48 Tehun 2008 tentang B KL TG e
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Paradilan Umum
3. Undang-Ungang Nomor 8 Tahur 1881 tentang Hukum
Acara Pidana
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tanun 2015
tentang Organisasi dan Tata Keria Kepaniteraan dan
Kesokretanatan Peradiian
5 Sural Keputlusan Kelua Mahkamah Agung Nomor .
026/KMAISKAIZ2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradian
8. Surat Keputusan Mehkamzh Agung RI Nomar
KMAJD32/SKNVI2007 tentang Pemberakuan Buku il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Sirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan stander Operaslonal Prosedur
Administrasi Pemerintahan
8. Sural Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradtlan
Umum Nomor 77/DJU/SK/MMO02.3/2/2018 tentang
Padoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinfu Pada
Pengadilan Tinggl dan Pengadilan Negeri
8. Peratwan Peundangan-undannan lain vang terkait
10. Xeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tiplkor
Serang Kelas 1A nomor
W29,U1/62/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur {SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat tulls kantor {ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka 3asas Peradilan tidak Berkas Perkara Pidana
akan berjalan dengan baik

Halaman 2 dari 2
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[ “Pelakeana Mutu Baku Kat.
No|  Aktivitas Patugas Staf Panmud | Pamtera | KPN7 Persyaratan/ | Waktu | Owtput
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
Monarima n «  Pamohonan 10 ;and-
pe dan enms
mohonsan _.I ) ATKWM ;
Monekt - Pemohonan Pormotionan
kelengkapan dan lampianya lengkap
paohonan e - Tonda  termas |
. Bamaronsn |
kelengkapan
_berkas
Mombuat - Pemohonan Konesp
Penatapan ES’— | Ties {angkap 15 Penetapan
ifvpersetujuan * - ATK menll
penyitsan |
Mengoreksi - Konsep Penalapan
dan memaraf Yol o /> penetapan s yang sudah
konsep TN menk | diparst
Koraksl d:n Penetapa Penestsp
a n !
Parat :D— sudah ﬂl:mrl’l’a ™ s yang wd:h
Penetapan - meni | dPaval
invpersetujuan
_penyitaan
Menanda « Penelapan yang Penelopan
tangani sudah diparaf L] yanp sudah
fnvipersetuiuan ment | ditanda
Denyitagn o
Mencatat « Penstapan yang Tercotat
kedalam sudah  ditende 18 kedalam
Register d‘} tangan g | Rogister
penyktaan S
Pengirman 4 - mlﬂ Tends bukii
penetapan - penglimen
finipersetujuan Ej 10
mﬂ&lﬂ Menit
Penyimpanarn « Berkss Arsip
wrsip . permohonan dan ginfpersetuisar
Fbereets (j penetapdn 10 {pemyfinen
#in/persetujuan Ppersetujuan |\ | tensimpan
penyitaan penyitaan
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN
R) ARDIANSYA, SH, MH. SUK ] H MH. YONO, SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP.#196308171992121001 NIP. 196504121992121001
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Emaii
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| Disahkan Oleh

! WZQ U1f25¢SCF!PiDQ01B
Tanggsl Pembuatan | 27206
.Tangga_liiev.ka— S ;22J;l;u;t;?ﬁi§ S
Tanggal Pengesahm ) .30Jum 216 ]
Toggal B [ Zvaaiaots
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: SOP PERMOHONAN PEWHAN PENANGGUHAN PENAHANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS! PEI.AKSANA

e - w——

Undang—Undang Nomov 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakimen

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1841 tentang Mukum
Acara Pidana

Peraturan Psmaerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Persluran Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tenteng Organisaci dan Tala Kesjs Kepaniterasn &
Kesskretariatan Peradilan

Surat Kaputusan Mehkamah Agung Rl Nomor
KMAD3Z/SK/IVi2007 tentang Pemberfakuan Buku il
lentang Pedoman Palaksanaan Tugas dan Adminisirasi
Peradian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surst Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77T/DJU/SKMHMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Slandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggs dan Pengadiian Negeri

8. Persturan Perundangan-undangan !ain yang lerkait

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederalat

10. Keputusan Ketua Pengadilan Neger/PH I/Tipiker
Serang Kelas 1A nomor
W22.U1/52/5K.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Stanidar Operasiondl Prosedur (SOP)
Kepanlteraan pada Pengaditan Negeri/PHI/Tipikor

KETUA PN, SERANG

e wrT

Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan Penyelesalan Perkara Pidana 1. Alat tulis kantor (ATK)
2, SOP Pengelolaan Surat Sub Baglan Umum dan 2. Komputer
Kevangan 3. Printer
4, Sipe
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Halaman 1 dari 2
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Poisksanaan Wutu Baku
anitara .
Muda Majetis
No Aktlvitas Petugas Panitera Pidans’ | Paniters | Hakim Perayaratan / Waitu Outpart
PTSP Penggant! Tiptkor / Hakim Periengkapan
Perikansn r

1| Menssima surat Permohonan - Permohonan Peamaohonan
perathan/penangguhan ‘ > Parailhan/pena perathan/
penahanan ngguhan 5 penangguhan

penghanan menit | Penahanen
lengkep

2 | Meneruskan surat permohonan «ATK Kanssp surat
peralihan/panangguhan J -Deta SIPP Petakhan/pen
penahanan Mdak E - Permehonan angguhan

j peralthen/pena 10 penahanan
ngguhan mand
penahanan
3 | Membuat zin Konsep surat Surat
ngguhan Peralthanipena peralinant
ponahansn <Y ngguhan 10 penangguhan
@ penahanan Menkt
yang sudah
- diparat

4 | Panandatsnganan dan ~Pemchonan Surat
pembacasn Penelapan <ATK Perailhan/
perakhanipensngguhan - Surat perslihan/ 5 penangguhan
penshanan penangguhan menk penahanan

penghanan yang audah di
yang sudah tandatangeni
dioerat _

5 | Menyerahkan Penetapan -Penatapan Tands torima
perafihan/penangguhen Perafthan/ penyeraian
penahansn kepada Psmohon penangguhan surnt

penshanan § peraithan/
yang sudah d Mmenit | penangguhan
tandatangani penghanan
- Buku Ekspedis} kepeda
pemechon
DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

ERt ARDIANSYA SH. MH.
NIP. 187009051993031007

~EIGID TRIYONO. SH. MH.

NIP. 196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI /| Nomor S0P WX, u1rzersopm1om1s

TIPIKOR SERANG KELAS [Tanggel Pembustan 27 Junl 2016

\ 1A lTﬂ al Revisi - 22 Januari 2019
& |J1. Raya Serang - Pandegiang KM. 06 |- ' ehverdn Kbt s

Telp.: (0254) 7914504 Tanggai Pengesahan ; 30 Juni 2016

Fax:(0254)7914503 | Tanggal Elektt ' njanuin'zmg
Email e e I e

prserang12@gmailcom | Disahkan Oieh | KETUA PN. SERANG
Websﬁe WWW.pn-serang.go.x d |

= SRTHEEBTTLS RPCET DR

| SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

o = —— - e e —

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang 1. $2-Hukum
Kekuasaan Kehakiman 2. St-Hukum

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 3. SMU Sederajat
Peraddan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pldana

4. Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisas! dan Tata Kerja Kepanitersan dan
Kesskretariaian Peredian

5. Surst Edaran Mahkemah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Studing).

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
028/KMA/SK/I2012 ientang StandarPetayanan
Peradilan

7. Surat Kepulusan Mahkamah Agung RI Nemor
KMAXI2/SKAVI2007 lentang Pemberlakuan Buky I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasl
Peradilan

8. Pueraturan Menter Pendayegunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang
Pedoman Penyucunan slandar Qperasional Prosedur
Administrasi Pemerirdehan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Noemor 77/0JU/SKMHMO2.3/2/2018 tentang
Fedoman Stendar Pelayansn Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadiian Tingg dasn Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan Isin yang terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK XPN/KP.11.02/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 1. Alat tulis kantor {ATK)
Tipikor, Perikanan 2. Komputer

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 3. Printer
Keuangan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak Berita Acara Persidangan
akan berlalan dengan balk

Halaman 1 dasi 2
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Pelaksanaan Mutu Baku

No Aktivitas Panmud
Panitera Pidana / Panttera Holdm Persysratan / Waktu Output
anda

pinjam pakal berang buki

Petugas
PYSP
1 Menesima surst psrmohonan CD4 Sural T

3 Momerksa dan -berkas perkara Menyehujul

mempertimbangkan -Suret pinjam pakst
pemmohianan pinjam pakal permohcnan barang buktll
barang bukti ' -Suret kuasa

4 Mombust konsep penstapan -berkas parkara Konsep

bukii Surat penelapan
Plnjrm pekai barang I_A_lLI permabonan pinjam pakai

~Surst kuasa baranp bukti

!
1
is

[) Menandatangant stapen | -Konsep penetapsn
pirgorn pakal barang bek llj penatapan pinjam pakal

batang bukti

i
1
g3

Darang buwt s
6 | Pengiiman tambussn L7 -Surat penganter Tanda
psnelapan pinjem pakai I ] penetapan dan terima

buwmhmdlponm

i
i
fs

Tends
terima

7 Moﬂraullm penatapan |
pinjam pekal barang dukti C) pinjam m

zm

DISIAPKAN DIPERIKSA

A IGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP 196308%71992121001 NIP. 196504121992121001
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekrelariatan Peradian

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989

tentang Pembantaran (Stwiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

026/KMA/SKAN1/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor

KMADIU/SKAV/2007 tentang Pemberiakuan Buku |

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradlian

Peraturan Menteri Pandayagunasan Apsratur Negam

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang

Pedoman Penyusunan standar Operasionai Prosedur

Adininislrasi Pemenntahan

Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Feradilan

Umum Nomaor 77/DJU/SKHM02.372/2018 tentang

Pedoman Standar Pefayanan Terpadu Salu Pintu Pads

Pangadilan Tinggi dan Pengadilan Neger

10. Peraturan Perundanoan-undangan lain yana terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negerl/PH|/Tipikor

Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

o

'PENGADILAN NEGERI PHI /|NomorSOP | W2OUIRTISOPPIDR018
TIPIKOR SERANG KELAS |Tanggal Pembuatan . 27 Juni 2016
1A TanggalRevisi 22 Januari 2019 g
JI.RayaSerang-PandegIangKM.DB-—-gq ------ Rerieviasponsbaiedtmn e
Telp: (0254)7014504 ~ |TanggalPengesahan  '30wni2016
Fax : {0254} 7014503 Tanggal Efektit 22 Januari 2019
Emeil e e T P et b o
pnserang12@gmail.com | pisahkan Oleh - KETUA PN. SERANG
Website : www.pn-serang.go.id o f n_iay e
SOP IJIN BEROBAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASE PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang TN,
Kekuasaan Kehakiman 2. S1-Hukum
2. Undsng-Undang Nomor 48 Tahun 2009 lenlang 3. SMU Sederajat
Petadian Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum
Acara Pidana
4, Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomer 7 Tahun 2015

Serang Kelas 1A
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 1. Alat tulls kantor (ATK)
Tipikor, Perikanan 2. Kamputer
2. S0P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 3, Printer
Keuangan 4, SIPP
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

lJika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berjalan dangan baik

Berita Acara Persidangan

Halarman 1 dari 2
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No

Axtivitas

Pstaksanaan

Panggant

Panmud
Pidana/

Tipikor !
Perikanan

Panitera

HAKIM

Manerima surat pamohonan
ijin berobat

10

Tanda
terima

Meneiiti pan
parmohonan §in berabat

0
meanit

Persyaratan
lengkep

Memerikse dan
mempetimbangkan
permohonan ijin bercbat

«berkas perkara

- Surst
petmohonan

- Surat
katarangan
ntan

- Surat kuasa
spabila
pemohon
kiasa hukem
terdakwa

Manft

Menyetujui

Meambuat konsap penetapan
ifln bercbat

- berkas perkirgy

- Surat
pamachonan

- Surst
keterangan
ntan

+ Surat kuasa
apabila

pemohon
kussa hukum
terdakwa

« ATK

menlkt

Konsep
penetapan
iin bercbat

Menandatangani penctapan
§io bercbat

- Konsep
penetapan fin
bercbat

10
manit

Jin berobat

Penginman tembussn
penetapan ijin bercbat
kepada psnuntist smum

]

- Surat
pengantar
penetapan fin
berobet

Menyerahkan penetapan §in
berobat

O

30
Menft

Tanda

- Panetapan ilin
berobat
- Ekspedisi

5
Monit

Tanda

NIP. 197008051993031007

DISIAPKAN

RI AR

IANSYA SH, MH.

DIPERIKSA

NIP. 9630?171 892121001

DISAHKAN

! YONO, SH. MH.
NIP. 196504121992121001
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TIPIKOR SERANG KELAS |

_ 1A
Ji Raya Serang - Pandeglang KM. 06 ;
Telp.: (0254) 7914504
Fax : (0254) 7914503
Emai
pnserang12@gmail.com
Website : www.pn-serang.go.d |

. PENGADILAN NEGERI PH’:'}‘ Nomor SOP

| w2e 9U1R28ISOPPIDRO16.
Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2006
TanggalRedisi 22Janu£n3619 R
‘Tanggal Pengmhan 30Jum 2016 -
T:inggaléfeiﬂ'f“: “: 22Januajn:2l:31.9_' -
'Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

SOpP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1888 lentang Paradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pldana
Undang-Undang Tahun 2017 tentang Remilihan Umum
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
lentang Tata Cara Penyelosaian Tindak Pidana Pemily
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanileraan dan
Kesekselariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.| Nemor 2 Tahun
2044 Tentang Penyzlesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 {empat)
Lingkungan Peraditan
Surat Edsran Mahkamsh Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 lentang Femberiakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tehun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagl Pengaditan
Surat Keputusan Mahkamah Agung Ri Nomor
KMARI2/SK/IVI2007 lentang Pemberakuan Buku N
tertang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
Surat Keputusan Kefua Mshkamah Agung Nomor
D2aAMA/SKYI2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan
Peratwan Menlerni Pendayagunaan Aparal Negars
dan Reformasi Biroksasi Nomor 35 Tahun 2012 teniang
Pedoman Penyusunan standar Opgrasional Prosadur
Administrasi Pemerintahan
. Sural Keputusan Direktyr Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJUISKMHMO02.32/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggl dan Pengadilen Negeri
13. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A nomor
W29.U1/52/SK.XPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penstapan Standar Operasional Prosadur {SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

w

o e

10.

i1

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Undang-Undang Nomof 48 Tahun 2009 tentang 1. 81 Trmmmmme e e a——
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 1. Alat tulis kantar {ATK)
Tipikor, Perikanan 2. Komputer
2. 50P Pengelolaan Surat Sub Baglan Umum dan 3. Printer
Keuangan 4. Register Perkara Pldana Biasa
PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Ini tidak dilaksanakan maka asas Peradi{an tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pldan Biasa

TTTTTTTT TH@AMmAn 1 @ArnETT T o T
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Pelaksana Mutu Baku
No{ Aktivitas  |Petugas Panmud | Panmud Porsyaratan) Ket.
PSP St PP Pidana Mukum Paniera| Haldm| XKPN Perlongiapsn Wekiu Output
t | Penesimaan Berkas perkara Berkes
barkas Chacklist dherma/
perkara Fidak kelengkapan Ekspedis!
Y berkas Chakiist yang
Tanda buki sugah
peitmpahan 10 ditandatangani
perkars menkt | petugas
paiing lama 7
{tjuh) har
kerja sefak
_ pelmpahan
2 ]| Menefili Berhas Perkara Berkas
kelengkapan Ya > Cek Lis Lengkaphidak
ngkapan 10 | lengkep
pemara.;k berkas menkt | tanda terkna
enmas: pelmpahan
8arang Buktl berkas
3 Isng.; ::: mu perkars Barkas
prater diterima dan
Penomoran Koneksi LAN 0 diberikan
perkaca, SiPP manit | nomor perkars
g:ln ister )
am reg —
4 | Menyerahkan 8erkas Peckara lsi
berkas 1 L S
Edan ngiap o o
1
5 | Penunjukan A Barkas porkare Penetapan
Majolis Haiim 1 | siep 20 penunfuken
Hakim Khusus | menit | Majela/Hakim
8 | Penunjukan
ul N Beikas perkars perunjukan
Panitera ] SWP 20 | PP
Pengganti
*PP) menit
7 | Pencataian Berkas parkara Register
Pk dan PP ) 3
ponun) = Penstepan Manu
Xe dalem Buku Pakam gan £, | o0l
Roglstar
8 | Penyarahan Berkas perkare Ekspedisi
kepada Majelia
Hakim untuk L g
dioust by menit
Penetapan heri
ideng
9 | Pembyatan Berkas Penetapan
Penetapan I"]j SPp ponahanan
hasi sidang 10 Den
::nm " Manit | Penetapan
nan Hart Sidang
jika ada Periama
10 mummu | Pan. Ekspedisi
5 Penahanen
perkara dan 3 dan Har
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan ]
kepada ataf meolt
uwntuk diidrim
ke PU dan
dicata
kedalam
regisier induk
11 | Proses = Berkas Perkara | 5 | BA Sidang
persidangan L I Har | Putusan
ferja
12 [ Penyusunan Berkaa Parkara BA yang BA harug
BA Konsep BA audah ditenda | solossi
120 | tengani oleh |sabelun
Men | Hakim dan PP |sidang
barikut
nya
13 | Menyarahkan Berkas perkara Tanda terima
B:n:"!!ﬁw 8A ienghap penyorahan
:onman penyerahan fo | b
Putusan bedkas Ssal
14 | Sidang - Berkas Perksra Putusan yang
pengucapan Putusan 120 | sudah dtanda
putusan Manikt | tangani

Halaman 2 dari 3



Palaksana Mute Bah
No| Aktivitis |Petugast Panmud { Panmud T Parsyarstanl Ket
Prar | 9™ | PP | igana | osum [oniora | Hekim) KPN Wakdu | Output
15 | Pembuastan - Baskas Parkara Petikan
+ Pulusan % Pulusan
putusan
° nhk'ﬂ - Petikan -éiﬂpedhl
o Putusan  Siap - Tanda terims {Pulusan
salinan T .
putusan kpd Oicirim o yampaian '
f:enyldik. Py | i | oo
KPUXPUD
den Lapas
" vorees 1— - Berkes parkars Tanda terima
ar [ - Chekist penyerahan
parkam / it an 15
Minutasi kelangkap et b
- wl
Rl [y 4 - Putusan 30 Amar 3an
amar dan ; T [ o, [
tanggal t
putugan lenghap
kedalam SIPP
* WM ““mew - Pestimbangsn | 60 Pertmbangan
: Hukum » Menit | Hukum dan
hukum dan e- A r i
S - SIPP tengksp
SIFP putusa
“ m""'" - Sep Data arinput
“lrmli - Buku Register slop dsn
rSr;PP dlnm 10 t ot )
dicatat dalam ragisier manual
reglater Menit
manual
“ i - Barkay Parkera “BA Penyerahan|
g“"u' yang sudsh 10 berkas
Hudum Be«eku‘::np meni Areip perkara
- _Chekist
DISIAPKAN 1 DIPERIKSA

ERI ARDIANSYA, SH, MH.

NIP. 197009051993031007

NIP. 196504121992121001

Halaman3 dari 3




